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ABSTRAK 

 

Perpajakan memiliki peran yang sangat signifikan dalam negara, terutama dalam 

penyelenggaraan pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara 

untuk membiayai semua pengeluaran termasuk biaya pembangunan. Kepatuhan 

pajak menjadi subjek penting untuk perpajakan pribadi dan perusahaan di negara 

maju dan berkembang. Kepatuhan pajak menekankan tanggung jawab wajib pajak 

untuk melaporkan pendapatan dan menentukan kewajiban pajak. 

Persepsi Wajib Pajak tentang keadilan pajak sangat penting, karena individu akan 

lebih bersedia untuk mematuhi pajak apabila mereka menganggap pajak itu adil. 

Oleh karena itu, sikap Wajib Pajak terhadap keadilan suatu sistem perpajakan 

dikenal sebagai salah satu faktor efektif yang dapat meningkatkan kepatuhan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sikap wajib pajak di Indonesia 

yang diduga dipengaruhi oleh keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah. 

Selain itu, penelitian ini memeriksa faktor patriotisme dan kebijakan pemutihan 

pajak yang diduga memoderasi hubungan sikap wajib pajak terhadap niat 

kepatuhan pajak. 

Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak pada kendaraan bermotor (roda 4 

dan roda 2). Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling terhadap 

enam provinsi yang termasuk kategori tinggi yaitu Provinsi Jawa Timur dan 

Sumatera Utara, kategori sedang yaitu Provinsi Lampung dan Kalimantan Selatan, 

dan kategori rendah yaitu Provinsi Papua dan Maluku Utara sebanyak 884 

responden. Data diolah menggunakan structural equation modeling dengan 

aplikasi LISREL. 

Pengaruh kepercayaan pada pemerintah lebih tinggi daripada keadilan pajak 

terhadap sikap wajib pajak pada Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, 

Kalimantan Selatan, Papua, dan Maluku Utara. Kemudian, pengaruh keadilan 

pajak lebih tinggi daripada kepercayaan pada pemerintah terhadap niat kepatuhan 

pajak pada Provinsi Sumatera Utara, dan Lampung. Selanjutnya, pengaruh 

kepercayaan pada pemerintah lebih tinggi daripada keadilan pajak terhadap niat 

kepatuhan pajak pada Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Papua, dan 

Maluku Utara. Sikap wajib pajak terhadap niat kepatuhan pajak dengan nilai 

tertinggi terletak pada Provinsi Papua, sedangkan nilai terendah terletak pada 

Lampung dan Maluku Utara. Selain itu, dari dua faktor yang diduga dapat 

memperkuat pengaruh sikap terhadap niat kepatuhan pajak yaitu faktor 

patriotisme dan kebijakan pemutihan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada Provinsi Jawa Timur, Lampung dan Papua lebih tinggi diperkuat oleh faktor 

kebijakan pemutihan pajak dibandingkan dengan patriotisme. Provinsi Sumatera 

Utara, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara lebih tinggi diperkuat oleh faktor 

patriotisme dibandingkan dengan kebijakan pemutihan pajak. 

 

Kata Kunci : keadilan pajak, kepercayaan pada pemerintah, sikap wajib pajak, 

           niat kepatuhan pajak, kebijakan pemutihan pajak 
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ABSTRACT 

 

Taxation has a very significant role in the country, especially in organizing 

development. Tax is a source of state revenue to finance all expenses including 

development costs. Tax compliance is an important subject for personal and 

corporate taxation in developed and developing countries. Tax compliance 

emphasizes the responsibility of taxpayers to report income and determine tax 

liabilities. 

Taxpayers' perception of tax fairness is very important, because individuals will 

be more willing to comply with taxes if they consider taxes to be fair. Therefore, 

taxpayer attitudes towards the fairness of a tax system are recognized as one of the 

effective factors that can increase compliance. This study aims to elaborate on the 

attitudes of taxpayers in Indonesia, which are thought to be influenced by tax 

fairness and trust in government. In addition, this study examines the factors of 

patriotism and tax bleaching policies that are thought to moderate the relationship 

between taxpayer attitudes and tax compliance intentions. The sample in this 

study were taxpayers on motorized vehicles (4-wheeled and 2-wheeled). The 

sample determination used purposive sampling technique of six provinces in the 

high category, namely East Java and North Sumatra Provinces, the medium 

category, namely Lampung and South Kalimantan Provinces, and the low 

category, namely Papua and North Maluku Provinces, totaling 884 respondents. 

Data were processed using structural equation modeling with the LISREL 

application. 

The effect of trust in government is higher than tax justice on taxpayer attitudes in 

East Java, North Sumatra, Lampung, South Kalimantan, Papua, and North 

Maluku Provinces. Then, the effect of tax justice is higher than trust in 

government on tax compliance intentions in North Sumatra Province, and 

Lampung. Furthermore, the effect of trust in government is higher than tax justice 

on tax compliance intentions in East Java, South Kalimantan, Papua, and North 

Maluku Provinces. The attitude of taxpayers towards tax compliance intentions 

with the highest value is located in Papua Province, while the lowest value is 

located in Lampung and North Maluku. In addition, of the two factors that are 

thought to strengthen the influence of attitudes on tax compliance intentions, 

namely the patriotism factor and the tax bleaching policy. The results showed that 

the provinces of East Java, Lampung and Papua were more highly strengthened 

by the tax bleaching policy factor compared to patriotism. The provinces of North 

Sumatra, South Kalimantan, and North Maluku are more highly strengthened by 

the patriotism factor compared to the tax bleaching policy. 

 

Keywords: tax justice, trust in government, taxpayer attitudes, 

           tax compliance intention, tax bleaching policy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perpajakan memiliki peran yang sangat signifikan dalam negara, terutama 

dalam penyelenggaraan pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan 

negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk biaya pembangunan. 

Pembangunan merupakan kegiatan pemerintahan yang berlangsung secara terus 

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan pajak merupakan kebijakan 

pemerintah yang penting bagi Indonesia sebagai sumber pendapatan terbesar 

pemerintah. 

Kepatuhan pajak menjadi subjek penting untuk perpajakan pribadi dan 

perusahaan di negara maju dan berkembang. Kepatuhan pajak menekankan 

tanggung jawab wajib pajak untuk melaporkan pendapatan dan menentukan 

kewajiban pajak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Meskipun demikian, banyak masyarakat yang masih enggan melakukan 

pembayaran pajak dan memahami manfaat dari pembayaran pajak. 



 

2 

 

Secara kontekstual, masyarakat masih menganggap pajak sebagai sebuah 

beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Masyarakat 

berpikir bahwa pajak akan mengurangi konsumsi sebagai akibat berkurangnya 

disposable income sebesar pajak yang dipungut. Masyarakat tidak memahami 

manfaat dari pajak yang mengarah pada kepentingan masyarakat sehingga dengan 

melakukan pembayaran pajak tidak berarti mengurangi kesejahteraan seseorang 

(Cullis dan Jones, 1992). 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak 

pusat dan pajak daerah. Pajak pusat berperan dalam mendukung pembangunan 

berkala secara nasional, sedangkan pajak daerah berperan sebagai sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 285 menyatakan bahwa salah 

satu sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah yang meliputi 1) 

pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini adalah 

data rekapitulasi pendapatan asli daerah pada tingkat provinsi di Indonesia tahun 

2019-2020 pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2019-2020 

No. Provinsi 
Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2019 Perubahan 

% % % 

1 Aceh 117.74  99.38  18.36 

2 Sumatera Utara 96.26  97,65  -1.39 

3 Sumatera Barat 102.35  98.00  4.35 

4 Riau 95.86  98.59  -2.73 

5 Kepulauan Riau 102.54  103.08  -0.54 

6 Jambi 103.75  104.28  -0.53 

7 Bengkulu 94.42  93.76  0.66 

8 Sumatera Selatan 81.99  80.86  1.13 

9 Kep. B. Belitung 91.67  85.79  5.88 

10 Lampung 86.98  101.05  -14.07 
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No. Provinsi 
Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2019 Perubahan 

% % % 

11 DKI Jakarta 95.72  90.75  4.97 

12 Jawa Barat 86.09  102.33  -16.24 

13 Banten 94.43  97.45  -3.02 

14 Jawa Tengah 86.58  99.64  -13.06 

15 DI Yogyakarta 104.24  103.31  0.93 

16 Jawa Timur 116.20  106.14  10.06 

17 Kalimantan Barat 94.76  105.56  -10.8 

18 Kalimantan Tengah 103.76  104.90  -1.14 

19 Kalimantan Selatan 85.91  84.97  0.94 

20 Kalimantan Timur 120.32  108.96  11.36 

21 Kalimantan Utara 95.03  95.11  -0.08 

22 Sulawesi Barat 113.79  114.86  -1.07 

23 Sulawesi Utara 95.69  100.33  -4.64 

24 Gorontalo 108.97  57.71  51.26 

25 Sulawesi Tengah 98.86  93.59  5.27 

26 Sulawesi Selatan 87.66  98.21  -10.55 

27 Sulawesi Tenggara 106.01  107.24  -1.23 

28 Bali 89.33  106.93  -17.6 

29 NTB 86.60  105.79  -19.19 

30 NTT 70.34  98.25  -27.91 

31 Maluku 88.43  95.29  -6.86 

32 Maluku Utara 47.19  100.74  -53.55 

33 Papua 131.00  124,00  7.00 

34 Papua Barat 119.83  108,00  11.83 

Total Provinsi 95.75  98.26  

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2021) 

 Lampiran 2 menjelaskan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Menurut data Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan PAD Pemprov DKI Jakarta 

sebesar Rp 50,84 triliun pada Tahun 2019 dan Rp 38,08 triliun pada Tahun 2020. 

Pemerintah provinsi dengan PAD terbesar kedua Tahun 2019 dan 2020 adalah 

Jawa Barat. Sementara itu, urutan Pemerintah provinsi dengan PAD terbesar 

ketiga dan keempat yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Meskipun demikian, 

beberapa Pemerintah provinsi di Indonesia bagian Timur memiliki PAD kecil, 

seperti Pemerintah provinsi Maluku Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua 

Barat memiliki PAD di bawah Rp 500 miliar. 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan unsur yang penting dalam 

pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan 

daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. 

Keseluruhannya merupakan sumber pendaaan penyelenggaraan pemerintah di 
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daerah. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio 

ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total 

pendapatan, maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer 

dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah 

lainnya. 

  Era otonomi pemerintah dituntut untuk mandiri dalam melaksanakan 

fungsi dan memberlakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerah. Potensi-potensi 

daerah yang tersedia diharapkan mampu dimaksimalkan dengan baik agar 

pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah 

khususnya PAD. PAD akan diperoleh dari sumber-sumber pendapatan pajak 

daerah yang dikelola ataupun yang berpotensi untuk dipungut pajak daerah yang 

dapat dioptimalkan dengan baik. Berikut ini adalah data rekapitulasi pendapatan 

pajak daerah tingkat provinsi di Indonesia tahun 2019-2020 pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2019-2020 

No. Provinsi 
Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2019 Perubahan 

% % % 

1 Aceh 115.89% 93.34% 22.55 

2 Sumatera Utara 102.95% 83.10% 19.85 

3 Sumatera Barat 92.51% 102.80% -10.29 

4 Riau 96.00% 95.67% 0.33 

5 Kepulauan Riau 98.20% 107.87% -9.67 

6 Jambi 97.80% 100.30% -2.5 

7 Bengkulu 95.52% 72.24% 23.28 

8 Sumatera Selatan 105.49% 107.60% -2.11 

9 Kep. B. Belitung 96.67% 88.16% 8.51 

10 Lampung 97.25% 98.61% -1.36 

11 DKI Jakarta 98.45% 90.48% 7.97 

12 Jawa Barat 83.04% 102.10% -19.06 

13 Banten 74.60% 99.31% -24.71 

14 Jawa Tengah 92.77% 99.60% -6.83 

15 DI Yogyakarta 103.11% 101.33% 1.78 

16 Jawa Timur 116.44% 104.23% 12.21 

17 Kalimantan Barat 94.58% 106.32% -11.74 

18 Kalimantan Tengah 107.52% 107.39% 0.13 

19 Kalimantan Selatan 87.70% 87.60% 0.1 

20 Kalimantan Timur 100.25% 106.45% -6.2 

21 Kalimantan Utara 84.75% 104.32% -19.57 

22 Sulawesi Barat 97.00% 98.69% -1.69 

23 Sulawesi Utara 91.99% 100.12% -8.13 

24 Gorontalo 87.00% 60.23% 26.77 

25 Sulawesi Tengah 107.53% 102.11% 5.42 

26 Sulawesi Selatan 96.67% 100.02% -3.35 

27 Sulawesi Tenggara 98.50% 122.39% -23.89 
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No. Provinsi 
Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2019 Perubahan 

% % % 

28 Bali 99.20% 107 .07% -7.87 

29 NTB 96.62% 103.78% -7.16 

30 NTT 84.39% 95.08% -10.69 

31 Maluku 95.53% 99.31% -3.78 

32 Maluku Utara 97.56% 101.19% -3.63 

33 Papua 110.43% 219.31% -108.88 

34 Papua Barat 98.54% 111.32% -12.78 

Total Provinsi 95.91% 97.83%  

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2021) 

Pajak daerah secara nasional memberikan kontribusi paling tinggi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 

2020 total anggaran dan realisasi mencapai 95,91% dan pada tahun 2019 total 

anggaran dan realisasi mencapai 97,83%. Jika dilihat dari persenan tersebut 

menunjukkan realisasi yang cukup baik, meskipun demikian masih banyak 

provinsi yang belum mampu mencapai nilai realiasi lebih tinggi dibanding nilai 

anggaran seperti provinsi DKI Jakarta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah 

terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. 

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang pajak daerah yang 

dipungut secara langsung oleh pemerintah terhadap rakyat adalah. Adapun data 

rekapitulasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tingkat provinsi di Indonesia tahun 

2019-2020 pada Tabel 3 sebagai berikut. 

Tabel 3. Rekapitulasi Pajak Kendaraan Bermotor Tingkat Provinsi 2019-2020 

No. Provinsi 
Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2019 Perubahan 

% % % 

1 Aceh 111.76% 104.94% 6.82 

2 Sumatera Utara 103.70% 103.36% 0.34 

3 Sumatera Barat 96.47% 114.52% -18.05 

4 Riau 93.44% 106.26% -12.82 

5 Kepulauan Riau 91.32% 93.12% -1.8 

6 Jambi 95.24% 116.21% -20.97 

7 Bengkulu 92.33% 89.79% 2.54 

8 Sumatera Selatan 106.49% 108.20% -1.71 

9 Kep. B. Belitung 106.73% 110.53% -3.8 

10 Lampung 109.20% 106.64% 2.56 

11 DKI Jakarta 98.49% 100.50% -2.01 

12 Jawa Barat 75.01% 113.84% -38.83 
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No. Provinsi 
Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2019 Perubahan 

% % % 

13 Banten 74.47% 103.18% -28.71 

14 Jawa Tengah 97.15% 186.81% -89.66 

15 DI Yogyakarta 106.35% 104.61% 1.74 

16 Jawa Timur 117.25% 123.04% -5.79 

17 Kalimantan Barat 102.00% 117.84% -15.84 

18 Kalimantan Tengah 112.87% 117.31% -4.44 

19 Kalimantan Selatan 102.76% 100.78% 1.98 

20 Kalimantan Timur 97.53% 125.91% -28.38 

21 Kalimantan Utara 87.07% 100.49% -13.42 

22 Sulawesi Barat 98.13% 108.55% -10.42 

23 Sulawesi Utara 90.13% 110.71% -20.58 

24 Gorontalo 99.56% 112.99% -13.43 

25 Sulawesi Tengah 108.27% 110.31% -2.04 

26 Sulawesi Selatan 103.40% 109.07% -5.67 

27 Sulawesi Tenggara 98.77% 128.68% -29.91 

28 Bali 103.86% 115.60% -11.74 

29 NTB 104.04% 108.44% -4.4 

30 NTT 70.89% 114.58% -43.69 

31 Maluku 97.67% 108.48% -10.81 

32 Maluku Utara 125.67% 131.41% -5.74 

33 Papua 126.68% 118.43% 8.25 

34 Papua Barat 97.83% 97.54% 0.29 

  Total Provinsi 94.87% 117.31%  

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2021) 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 

beberapa provinsi yang tidak dapat memenuhi realisasi dari yang telah 

dianggarkan seperti provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Papua Barat. 

Namun, realisasi tertinggi ada pada provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, dan Jawa Timur. Selanjutnya, pada tahun 2020 terdapat 20 provinsi yang 

belum dapat memenuhi realisasi sesuai dengan anggaran yang ditargetkan seperti 

provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, 

Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTT, Maluku, 

dan Papua Barat. Namun, adapun provinsi yang mampu memenuhi realisasi dari 

target yang dianggarkan tahun 2019 dan 2020 yaitu Provinsi Aceh, Sumatera 

Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Yogyakarta, 

Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, Papua dan Maluku Utara. 
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Tabel 4. Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia (2022) 

NO PROVINSI 

JUMLAH 
KENDARAAN 
BERMOTOR 

(UNIT) 

JUMLAH KENDARAAN 
BERMOTOR YANG SUDAH 

BAYAR PAJAK 
KENDARAAN BERMOTOR 

(UNIT) 

% 

2022 2022 

1 Prov. Aceh 2,491,805 825,074 3.25 

2 Prov. Sumatera Utara 7,402,005 2,226,776 10.09 

3 Prov. Sumatera Barat 1,761,428 1,043,391 1.40 

4 Prov. Riau 3,302,678 1,394,174 3.72 

5 Prov. Kepulauan Riau 992,110 570,830 0.82 

6 Prov. Jambi 2,476,075 729,908 3.40 

7 Prov. Bengkulu 1,163,146 365,552 1.55 

8 Prov. Sumatera Selatan 4,155,516 1,531,920 5.11 

9 Prov. Kep.Bangka Belitung 1,168,578 451,127 1.40 

10 Prov. Lampung 3,619,647 1,206,007 4.71 

11 Prov. DKI Jakarta 11,400,484 5,434,870 11.63 

12 Prov. Jawa Barat 16,441,419 10,687,759 11.22 

13 Prov. Banten 5,056,012 2,695,005 4.60 

14 Prov. Jawa Tengah 16,968,607 11,808,416 10.06 

15 Prov. DI Yogyakarta 2,120,908 1,915,797 0.40 

16 Prov. Jawa Timur 14,684,960 12,462,478 4.33 

17 Prov. Kalimantan Barat 2,915,514 964,612 3.80 

18 Prov. Kalimantan Tengah 1,571,640 539,456 2.01 

19 Prov. Kalimantan Selatan 2,264,798 1,291,514 1.90 

20 Prov. Kalimantan Timur 2,873,505 1,308,700 3.05 

21 Prov. Kalimantan Utara 392,002 142,842 0.49 

22 Prov. Sulawesi Barat 404,976 132,894 0.53 

23 Prov. Sulawesi Utara 810,112 239,067 1.11 

24 Prov. Gorontalo 490,855 191,355 0.58 

25 Prov. Sulawesi Tengah 475,322 473,327 0.06 

26 Prov. Sulawesi Selatan 2,498,411 1,806,598 1.35 

27 Prov. Sulawesi Tenggara 177,182 137,672 0.08 

28 Prov. Bali 3,129,346 2,153,409 1.90 

29 Prov. Nusa Tenggara Barat 1,837,342 919,488 1.79 

30 Prov. Nusa Tenggara Timur 924,794 416,456 0.99 

31 Prov. Maluku 394,179 145,494 0.48 

32 Prov. Maluku Utara 298,398 98,870 0.39 

33 Prov. Papua 789,842 222,128 1.11 

34 Prov. Papua Barat 392,431 63,186 0.64 

JUMLAH 117,846,027  66,596,152   

Sumber : Dispenda (2022) 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa penunggakkan kendaraan bermotor paling 

tinggi terjadi pada provinsi DKI Jakarta sebesar 11,63%, Jawa Barat sebesar 

11,22%, Sumatera Utara sebesar 10,09%, dan Jawa Tengah sebesar 10,06%. 

Sementara itu, penunggakkan kendaraan bermotor paling rendah terjadi pada 

provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,06% dan Sulawesi Tenggara sebesar 0,08%. 

Penunggakkan ini menunjukkan bahwa tingkat patriotisme wajib pajak masih 

rendah serta tingkat kepercayaan wajib pajak yang minim terhadap pengelolaan 

pajak. 

Saat ini, kendaraan bermotor telah menjadi alat transportasi yang 

dibutuhkan oleh kalangan masyarakat. Selain itu, dengan adanya usaha 

perdagangan jual beli kendaraan baik secara tunai maupun kredit telah menjadi 

salah satu pemicu masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Berdasarkan 

hasil survei kepatuhan pajak yang diselenggarakan oleh Centre for Indonesia 

Taxation Analysis (CITA) dan Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) (2019) 

menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak 

sudah tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan terkait transparansi 

pengelolaan dan pemanfaatan pajak untuk pembangunan sehingga menjadi 

penyebab masyarakat lainnya enggan untuk melakukan pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada enam 

provinsi dari enam belas provinsi sesuai dengan kategori wilayah tinggi, sedang, 

dan rendah yang dapat memenuhi realisasi sesuai dengan target yang telah 

dianggarkan pada tahun 2019 dan 2020 terdiri atas Provinsi Jawa Timur, 

Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Papua, dan Maluku Utara. 
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Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 menunjukkan bahwa 

pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, 

ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan 

akibat dari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat 

sebagai isu strategis, yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum 

dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak 

jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun isu-isu strategis hasil diidentifikasi oleh 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut. 

1. Menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rentang optimal pada masa 

pandemi COVID-19, dengan cara pemberian insentif Pajak daerah berupa 

penghapusan denda maupun pengurangan pokok pajak; 

2. Meningkatkan intensitas kerjasama penyelenggaraan pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor bersama dengan mitra dari sector swasta (perbankan, 

retail dan marketplace); 

3. Menyempurnakan system administrasi perpajakan digital, salah satunya 

adalah e-TBPKB (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran 

Elektronik) yang dikirim melalui media SMS maupun e-mail dan diakui 

sebagai alat bukti pembayaran yang sah. 

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan wajib pajak 

dalam membayar pajak, guna untuk membantu keberlangsungan pemulihan 

pembangunan daerah. Pemerintah Jawa Timur memiliki tiga kebijakan selama 

tahun 2020 untuk menarik minat wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. 
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Kebijakan pertama pada tanggal 3 April 2020 – 31 Agustus 2020 Gubernur 

memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan yang kedua pada tanggal 12 juni 

2020 – 31 Agustus 2020 Gubernur memberikan pengurangan Pokok Pajak 

Kendaraan Bermotor untuk Roda Dua dan Tiga sebesar 15% (lima belas persen) 

dan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor Roda empat atau lebih dan 

alat berat sebesar 5% (lima persen). Selain itu gubernur mengeluarkan kebijakan 

membebaskan denda pajak dan denda bea balik nama kendaraan bermotor bagi 

semua kendaraan bermotor. Kebijakan pengurangan pokok pajak kendaraan 

bermotor dapat meningkatkan minat wajib pajak kendaraan bermotor untuk segera 

membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotor karena berdasarkan data 

perolehan bulan januari sampai dengan mei 2020 masyarakat cenderung menunda 

pembayaran pajak. Terhitung sejak 31 Mei 2020 Terdapat 1.315.009 obyek 

kendaraan bermotor dengan potensi Rp. 559.363.782.600,00. Dengan perincian 

Roda Dua sebanyak 1.142.092 obyek dengan potensi Rp. 215.494.808.000 

sedangkan Roda Empat sebanyak 173.007 obyek dengan potensi sebesar Rp. 

343.868.974.600. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberlakukan pemutihan denda 

pajak kendaraan tahun 2020, yakni keringanan atas sanksi administratif Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

atas penyerahan kedua dan seterusnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra 

Utara (Sumut) melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) 

Sumut melaksanakan program pemutihan atau keringanan sanksi administratif 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
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(BBNKB) pada 19 Oktober 2020-14 November 2020. Adanya kebijakan 

pemutihan tersebut mampu menarik perhatian para masyarakat untuk melakukan 

pembayaran pajak sehingga penerimaan target pajak kendaraan bermotor 

memiliki nilai realisasi yang tinggi sebesar 103,7% dan 103,36%. 

Berdasarkan Informasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan tahun 2021 menyatakan bahwa penerimaan pajak kendaraan motor di 

Kalimantan Selatan pada tahun 2020 telah melebihi target. Hal ini didukung 

dengan adanya kebijakan penghapusan denda pajak mulai dari bulan Mei 2020 

hingga Desember 2020 juga berpengaruh dalam partisipasi masyarakat membayar 

pajak. Oleh karena itu, Penerimaan target pajak kendaraan bermotor pada tahun 

2020 melebihi target yaitu 102,43%. 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua 

memberikan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) atau 

pemutihan hingga 30 November 2020. Pembebasan pembebasan denda pajak 

kendaraan bermotor didasarkan pada keputusan Gubernur Papua Nomor 

188.4/149/2020 tentang pembebasan penghapusan sanksi administrasi pajak 

kendaraan bermotor, denda dan pokok BBN-KB. Dengan adanya kebijakan 

tersebut, Provinsi Papua dapat memenuhi realisasi dari target yang dianggarkan 

tahun 2019 dan 2020. Kemudian, Provinsi Maluku Utara juga mengambil 

keputusan yang sama dalam hal kebijakan pemutihan pajak. Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara (Malut) menyampaikan 

bahwa adanya kebijakan pemutihan pajak meningkatkan masyarakat untuk 

melakukan pemenuhan pembayaran pajak tanpa denda.  
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Berdasarkan data pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pada Provinsi 

Lampung menunjukkan adanya kenaikan pada setiap tahun. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan adanya kemudahan bertransaksi dalam pembelian kendaraan 

bermotor memudahkan untuk masyarakat memiliki kendaraan tersebut. Data 

pertumbuhan kendaraan bermotor pada Provinsi Lampung sebagai berikut. 

Tabel 5. Data Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor Pada  

Provinsi Lampung Tahun 2016-2020 

Tahun Jumlah Kendaraan Bermotor 

2016 2.858.569 

2017 3.235.200 

2018 3.389.527 

2019 3.550.281 

2020 3.637.966 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2021) 

Sesuai dengan peningkatan data tersebut, perkembangan target dan 

realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Provinsi Lampung mengalami 

peningkatan pada setiap tahunnya, terutama tahun 2018, 2019, dan 2020. Pada 

ketiga tahun tersebut terjadi kenaikan signifikan, dimana target dari Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) telah terpenuhi dan nilai realisasinya cukup tinggi. 

Data perkembangan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 

Provinsi Lampung Tahun 2016-2020 sebagai berikut. 

Tabel 6. Data perkembangan target dan realisasi Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) pada Provinsi Lampung Tahun 2016-2020 

No. Tahun Target (Rp.) Realisasi (Rp.) (%) 

Perkembangan 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

1. 2016 609.000.000.000 584.213.376.785 95.93 6.62 2.41 

2. 2017 684.000.000.000 677.032.624.066 98.98 12.32 15.89 

3. 2018 658.000.000.000 716.636.817.248 108.91 (3.80) 5.85 

4. 2019 750.000.000.000 799.767.612.251 106.64 13.98 11.60 

5. 2020 720.000.000.000 786.228.389.430 109.20 (4.00) (1.69) 

Sumber: BAPENDA Provinsi Lampung (2021) 
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Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dan tahun 

2017 jumlah penerimaan daerah yang ditargetkan melalui Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) tidak berhasil direalisasikan sepenuhnya. Meskipun demikian, 

pada tahun 2018, 2019 dan 2020 terjadi pencapaian target, dimana angka realisasi 

melebih dari angkat target tersebut. Akan tetapi, terpenuhinya target tersebut 

disebabkan adanya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui 

Peraturan Gubernur. Hal tersebut yang menjadi upaya masyarakat untuk 

menghindari besaran denda akibat tunggakan menunda pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB). Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa pemutihan 

pajak dapat menjadi faktor yang memperkuat sikap wajib pajak terhadap niat 

untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

Secara faktual, kepatuhan wajib pajak pada Provinsi Lampung masih 

sangat rendah dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal tersebut 

didukung oleh data penunggakan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 

Provinsi Lampung. Berikut adalah data yang diperoleh dari BAPENDA Provinsi 

Lampung terkait penunggakan pajak yang terjadi pada Tahun 2020. 

Tabel 7. Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 

Tahun Data Kendaraan yang 
Membayar 

(unit) 

Data Kendaraan yang tidak 
Membayar 

(unit) 

Total Kendaraan 
(unit) 

2020 1.138.790 2.499.176 3.637.966 

Sumber: BAPENDA Provinsi Lampung (2021) 

 Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa total jumlah kendaraan yang 

wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebanyak 3.637.966unit. 

Namun, diketahui bahwa data kendaraan sebanyak 1.138.790 unit telah 

melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sedangkan data 

kendaraan yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
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sebanyak 2.499.176 unit. Data tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran wajib 

pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini 

bertolak belakang dengan hasil target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) tahun 2020 pada Tabel 5. 

 Secara konseptual, untuk mengetahui lebih dalam tentang kepatuhan pajak 

diperlukan bidang psikologi untuk dapat memahami motif dan pendorong Wajib 

Pajak (Kiconco et al., 2019). Psikologi memainkan peran penting dalam 

kepatuhan, meskipun sering diabaikan oleh publik dan pembuat kebijakan 

perpajakan. Seperti diketahui bahwa kepatuhan pajak terutama dipengaruhi oleh 

ancaman atau penerapan denda, pemeriksaan pajak dan whistleblowing. Oleh 

karena itu, perlu untuk memahami psikologi wajib pajak agar dapat mendorong 

kepatuhan sukarela.  

Theory of reasoned action digunakan dalam psikologi untuk menjelaskan 

pendorong di balik perilaku (Fishbein dan Ajzen, 2010). Theory of reasoned 

action mendalilkan bahwa dua konstruksi kognitif sosial menentukan niat untuk 

terlibat dalam perilaku tertentu. Sikap diartikan sebagai pendapat pribadi 

seseorang tentang perilaku dan norma subjektif yang dirasakan mengacu pada 

bagaimana seseorang berpikir dalam menilai perilaku tersebut. Hanno dan 

Violette (1996) berpendapat bahwa keyakinan umum tentang pajak dipengaruhi 

oleh sikap dan norma subjektif. 

Sikap Wajib Pajak terhadap keadilan suatu sistem perpajakan dikenal 

sebagai salah satu faktor efektif yang dapat meningkatkan kepatuhan. Ketika 

masyarakat memandang bahwa sistem perpajakan itu adil, mereka akan memiliki 

sikap positif terhadap sistem perpajakan dan ini akan mendorong mereka untuk 
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mematuhi undang-undang perpajakan secara sukarela. Seperti yang disoroti dalam 

literatur keadilan dan keadilan organisasi, persepsi keadilan penting karena dapat 

memengaruhi individu terhadap kesediaannya untuk melihat pihak berwenang 

sebagai yang sah dan dapat dipercaya, sehingga mencegah perilaku menyimpang 

dan sebaliknya mendorong perilaku kooperatif (Colquitt dan Shaw, 2005; Lind, 

2001; Tyler dan Lind, 1992). Dengan demikian, persepsi keadilan dapat memiliki 

implikasi yang mendalam untuk kerjasama organisasi (Schweitzer dan Gibson, 

2008) serta untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam mencegah perilaku 

penggelapan dan penghindaran pajak (Hartner-Tiefenthaler et al., 2012; 

Braithwaite, 2003; Trivedi et al., 2003; Maroney et al., 2002). 

Keadilan merupakan salah satu karakteristik yang harus dimiliki dalam 

sistem perpajakan. Keadilan mengacu pada situasi dimana seorang wajib pajak 

dikenakan pajak sesuai dengankemampuan mereka (Lymer dan Oats, 2009). 

Secara umum, keadilan dibedakan menjadi keadilan horizontal dan keadilan 

vertikal. Keadilan horizontal adalah individu dengan penghasilan yang sama 

dikenakan pajak pada tingkat yang sama atau menanggung kewajiban pajak yang 

sama. Di sisi lain, keadilan vertikal membedakan individu dengan pendapatan 

yang berbeda. Total pajak yang terutang tergantung dari total pendapatan yang 

diterima. Wajib pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi harus membayar pajak 

yang lebih tinggi dan sebaliknya. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar 

proporsi pajak yang harus dibayar. Dengan kata lain, aturan perpajakan yang 

dianggap adil akan memiliki kepercayaan horizontal yang tinggi di antara wajib 

pajak sedangkan otoritas pajak yang adil dan efisien membentuk kepercayaan 

vertikal yang tinggi (Ali dan Ahmad, 2014). 
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Persepsi Wajib Pajak tentang keadilan pajak sangat penting, karena 

individu akan lebih bersedia untuk mematuhi pajak apabila mereka menganggap 

pajak itu adil. Hasil riset yang dilakukan oleh Dulleck et al. (2016) 

mengungkapkan bahwa keadilan sebagai prediktor penting dari sikap kepatuhan. 

Jurney et al. (2017) mengatakan bahwa persepsi sistem perpajakan yang tidak adil 

merupakan penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum. Di sisi lain, kepercayaan 

dianggap sebagai variabel sikap signifikan yang membentuk moral pajak di antara 

masyarakat (Torgler dan Schneider, 2007). 

Faizal dan Palil (2015) menyatakan bahwa keadilan dalam sistem 

perpajakan dipandang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti 

Hartner et al. (2008); Richardson (2005); Kim (2002). Temuan mereka 

menyimpulkan bahwa wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi ketika ada 

persepsi keadilan dalam sistem perpajakan suatu negara. Ketidakadilan hanya 

memperlemah sistem perpajakan (Gilligan dan Richardson, 2005) dan 

menimbulkan resistensi dari wajib pajak untuk membayar pajaknya. 

Kepercayaan pada pemerintah dapat memiliki konsekuensi positif bagi 

rezim. Salah satu konsekuensi positif yang potensial adalah meningkatnya 

kepatuhan wajib pajak. Torgler (2007) berpendapat bahwa hubungan wajib pajak 

dengan pemerintah, termasuk kepercayaan mereka pada pemerintah, merupakan 

pertimbangan penting ketika memeriksa kepatuhan pajak sukarela. Levi (1988); 

Jackson dan Milliron (1986) mengemukakan bahwa kepercayaan pada pemerintah 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil studi yang 

dilakukan Rudolph (2009) menemukan bahwa masyarakat yang hilang 
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kepercayaan pada pemerintah menyebabkan mereka memiliki persepsi kewajiban 

pajak terlalu tinggi. Akibatnya, ketidakpercayaan pada pemerintah dapat menjadi 

sarana bagi pembayar pajak untuk merasionalisasi penggelapan. Dalam 

serangkaian studi yang menggunakan informasi dari World Values Survey, 

Torgler (2003a, 2003c, 2004) menemukan bahwa kepercayaan pada pemerintah 

berhubungan positif dengan kesediaan individu untuk mematuhi undang-undang 

perpajakan di berbagai negara. 

Kepercayaan yang lebih tinggi pada negara dapat meningkatkan sikap dan 

komitmen positif wajib pajak terhadap pembayaran pajak, dengan efek positif 

pada kepatuhan pajak secara keseluruhan (Alm dan Torgler, 2006). Selanjutnya, 

Bobek (1997) menyatakan bahwa ketika wajib pajak memiliki sikap positif dalam 

membayar pajak, maka niat membayar pajaknya akan semakin tinggi. Witte dan 

Woodbury (1985) juga menemukan hasil yang konsisten yang menunjukkan 

bahwa sikap berperan penting dalam memengaruhi niat seseorang untuk 

mematuhi pajak. Semua bukti empiris menyoroti bahwa sikap terhadap pajak 

adalah penentu utama kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap pajak di antara 

individu (Jackson dan Milliron, 1986). 

Hasil riset yang dikemukakan oleh Andrews et al. (2014) mengungkapkan 

bahwa promosi potongan harga dapat menjadi variabel pemoderasi yang perlu 

diperiksa lebih lanjut. Promosi potongan harga dilakukan untuk menciptakan 

komunikasi kepada konsumen secara berkelanjutan sehingga konsumen dapat 

memiliki keputusan pembelian (Chen et al., 1998). Sesuai dengan pernyataan 

tersebut, penulis akan melakukan penelitian selanjutnya untuk memeriksa peran 
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kebijakan pemutihan pajak sebagai variabel moderasi yang diduga dapat 

memperkuat hubungan sikap wajib pajak terhadap niat kepatuhan pajak.  

Secara metodologikal, Gangl et al. (2016); MacGregor dan Wilkinson 

(2012) menekankan perlunya melakukan studi lebih lanjut tentang hubungan 

antara patriotisme dan kepatuhan pajak karena literatur penelitian terdahulu 

tentang topik tersebut sangat terbatas, akibatnya peran patriotisme tetap ambigu. 

Penelitian terdahulu telah membahas patriotisme pada UMKM dibandingkan 

pajak daerah pada negara lain (Alshira’h et al., 2020; Alshira’h dan Abdul-Jabbar, 

2020). Menurut Carnes dan Cuccia (1996) bahwa hubungan antara variabel 

ekonomi dan kepatuhan pajak tidak konsisten dalam beberapa ukuran karena 

dapat dimoderasi oleh beberapa faktor. Secara keseluruhan, literatur penelitian 

terdahulu telah menemukan hasil yang tidak konsisten mengenai hubungan antara 

patriotisme dan kepatuhan pajak yang menunjukkan bahwa patriotisme dapat 

memiliki efek yang mungkin terjadi (Alshira’h dan Abdul-Jabbar, 2020). 

1.2 Perumusan Masalah 

Secara empiris diketahui bahwa penyebab rendahnya kepatuhan pajak 

pada wajib pajak disebabkan oleh persepsi ketidakadilan dan ketidakpercayaan 

masyarakat kepada pemerintah. Pengelolaan pajak yang tidak dilakukan secara 

transparan membuat wajib pajak menghindari pajak hingga melakukan 

penggelapan. Meskipun demikian, bagi masyarakat yang patuh akan peraturan 

dengan sukarela membayar pajak. Selanjutnya, secara teoritis diketahui bahwa 

sikap wajib pajak dipengaruhi oleh norma subjektif yaitu keadilan pajak dan 

kepercayaan pada pemerintah yang memiliki isu dan gap baik secara kontekstual 

maupun konseptual. 
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Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini terkait dengan patriotisme 

yang rendah menjadi penyebab rendahnya niat kepatuhan pajak. Permasalahan 

selanjutnya yang teridentifikasi pada penelitian ini terkait dengan kebijakan 

pemutihan pajak yang merupakan bagian promosi potongan harga dalam bidang 

pemasaran dilakukan pada setiap provinsi di Indonesia untuk menarik 

masyarakatnya dalam melakukan pembayar pajak. Hasil yang didapatkan dari 

kebijakan pemutihan pajak tersebut mampu memenuhi realisasi dari target yang 

dianggarkan tahun 2019 dan 2020 pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera 

Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Yogyakarta, Jawa Timur, 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Tengah, Bali, NTB, Papua dan Maluku Utara. Namun, pada tahun 

2020 terdapat 20 provinsi yang belum dapat memenuhi realisasi sesuai dengan 

anggaran yang ditargetkan seperti provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan 

Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, 

Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi 

Tenggara, Gorontalo, NTT, Maluku, dan Papua Barat. Dari permasalahan ini 

menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak diduga dapat memperkuat sikap 

wajib pajak terhadap niat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, adapun rumusan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1) Apakah keadilan pajak berpengaruh pada sikap wajib pajak? 

2) Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh pada sikap wajib pajak? 

3) Apakah keadilan pajak berpengaruh pada niat kepatuhan pajak? 

4) Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaurh pada sikap wajib pajak? 

5) Apakah sikap wajib pajak berpengaruh pada niat kepatuhan pajak? 
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6) Apakah patriotisme memoderasi pengaruh sikap wajib pajak pada niat 

kepatuhan pajak? 

7) Apakah kebijakan pemutihan pajak memoderasi pengaruh sikap wajib pajak 

pada niat kepatuhan pajak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1) Menguji secara empiris pengaruh keadilan pajak terhadap sikap wajib pajak. 

2) Menguji secara empiris pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap 

sikap wajib pajak. 

3) Menguji secara empiris pengaruh keadilan pajak terhadap niat kepatuhan 

pajak. 

4) Menguji secara empiris pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap 

niat kepatuhan pajak. 

5) Menguji secara empiris pengaruh sikap wajib pajak terhadap niat kepatuhan 

pajak. 

6) Menguji secara empiris patriotisme memoderasi pengaruh sikap wajib pajak 

pada niat kepatuhan pajak. 

7) Menguji secara empiris kebijakan pemutihan pajak memoderasi pengaruh 

sikap wajib pajak pada niat kepatuhan pajak. 

1.4 Keaslian dan Kebaruan Penelitian 

Keaslian dan kebaruan pertama pada penelitian ini terletak pada patriotisme 

sebagai variabel pemoderasi hubungan antara sikap wajib pajak terhadap niat 
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kepatuhan pajak sesuai hasil implikasi riset oleh Alshira’h et al. (2020); Alshira’h 

dan Abdul-Jabbar (2020). Hal ini dikemukakan oleh Carnes dan Cuccia (1996) 

bahwa hubungan antara variabel ekonomi dan kepatuhan pajak tidak konsisten 

dalam beberapa ukuran karena dapat dimoderasi oleh beberapa faktor. Secara 

keseluruhan, literatur penelitian terdahulu yang terbatas telah menemukan hasil 

yang tidak konsisten mengenai hubungan antara patriotisme dan kepatuhan pajak 

(Alshira’h dan Abdul-Jabbar, 2020). Gangl et al. (2016); MacGregor dan 

Wilkinson (2012) menekankan perlunya melakukan studi lebih lanjut tentang 

hubungan antara patriotisme dan kepatuhan pajak karena literatur penelitian 

terdahulu tentang topik tersebut sangat terbatas, akibatnya peran patriotisme tetap 

ambigu. 

Keaslian dan kebaruan kedua pada penelitian ini terletak pada kebijakan 

pemutihan pajak sebagai pemoderasi efek sikap wajib pajak terhadap niat 

kepatuhan pajak sesuai hasil rekomendasi riset yang dilakukan oleh Andrews et 

al. (2014). Chen et al. (1998) menyampaikan bahwa promosi potongan harga 

dapat menjadi variabel pemoderasi yang berefek pada niat untuk berperilaku. 

Selanjutnya, kebaruan ini juga didukung dengan isu empiris yang terjadi bahwa 

wajib pajak hanya akan membayar pajak apabila ada pemutihan pajak. Dengan 

demikian, penelitian ini bertujuan ingin memeriksa peran kebijakan pemutihan 

pajak sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperkuat hubungan sikap 

wajib pajak terhadap niat kepatuhan pajak. 

Keaslian dan kebaruan ketiga pada penelitian ini terletak pada objek 

penelitian yang dilakukan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia. 
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Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

Alshira’h et al. (2020); Alshira’h dan Abdul-Jabbar (2020) pada sektor UMKM. 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Kontribusi penelitian akan dijabarkan sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi para 

akademisi dan peneliti selanjutnya dalam pengembangan model sikap pada 

theory of reasoned action, teori identitas sosial, dan teori promosi yang 

diimplikasikan pada kepatuhan pajak. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktikal kepada 

pemerintah agar dapat melakukan pengelolaan pajak secara transparan dan 

adil, melaksanakan pemerataan pembangunan jalan sebagai akibat dari 

pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat, dan memanfaatkan 

pendapatan pajak untuk kesejahteraan rakyat. 

3. Hasil penelitian berkonstribusi bagi pengembangan metodologi riset yang 

menggunakan faktor patriotisme dan kebijakan pemutihan pajak sebagai 

variabel pemoderasi hubungan sikap wajib pajak terhadap niat kepatuhan 

pajak. Selanjutnya, penelitian ini menguji perbedaan sampel untuk 

menjelaskan model penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Theory of Reasoned Action (TRA) 

Penelitian ini mengadopsi theory of reasoned action sebagai grand theory 

yang akan mendukung model penelitian beserta penjelasannya. Theory of 

reasoned action pertama kali di kembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). 

Theory of reasoned action menunjukkan bahwa perilaku seseorang ditentukan 

oleh sikap individu terhadap hasil dari perilaku tersebut dan oleh pendapat dari 

lingkungan sosial individu tersebut (Kiconco et al., 2019). Theory of reasoned 

action (TRA) digambarkan sebagai berikut. 

 

Sumber : Fishbein dan Ajzen (1975) 

Gambar 1. Model Theory of Reasoned Action 
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Secara keseluruhan, theory of reasoned action menjelaskan keputusan 

individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu seperti 

kepatuhan pajak, antara lain membayar pajak tepat waktu. Dalam studi ini, 

penerapan theory of reasoned action diperluas ke niat perilaku terhadap kepatuhan 

pajak. Theory of reasoned action merupakan model sikap multi-atribut yang 

memprediksi dan menjelaskan niat perilaku dan perilaku konsekuen konsumen 

(Ajzen dan Fishbein, 1980). Theory of reasoned action menggunakan empat 

konstruk yaitu sikap, norma subyektif, niat dan perilaku. Fokus perilaku dari 

penelitian ini adalah kepatuhan pajak. 

Hipotesis teori menunjukkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat 

seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. Pada gilirannya, niat dipengaruhi 

oleh sikap seseorang (evaluasi positif atau negatif tentang melakukan perilaku) 

dan norma subjektif (pengaruh sosial yang dirasakan apakah akan menunjukkan 

perilaku tersebut). Sikap itu sendiri adalah produk dari keyakinan dan evaluasi 

atas konsekuensi melakukan perilaku. Sikap didefinisikan sebagai penilaian 

individu tentang keinginan perilaku tertentu, berdasarkan keyakinannya yang 

sudah ada sebelumnya tentang kesesuaian berbagai jenis perilaku (Kiconco et al., 

2019).  

Fishbein dan Ajzen (2010) mengemukakan bahwa sikap paling baik 

dianggap sebagai derajat disukai atau tidak disukai seseorang mengenai objek 

psikologis. Demikian pula, norma subjektif ditentukan oleh keyakinan yang 

memengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah tindakan (Lin et al., 2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Musimenta et al. (2019) mengadopsi theory of 

reasoned action dalam menjelaskan tekanan internal yang memaksa pembayar 
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pajak untuk patuh dan tekanan tersebut sangat berkaitan dengan mempengaruhi 

sikap atau moral seseorang untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Jika 

wajib pajak memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, mereka akan 

melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa mereka patuh 

misalnya, mereka bersedia menanggung biaya kepatuhan. 

Theory of reasoned action mengasumsikan bahwa individu itu rasional dan 

akan menggunakan informasi yang tersedia secara sistematis untuk mengambil 

tindakan. Teori lebih lanjut mengasumsikan bahwa Individu akan 

mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan 

untuk terlibat atau tidak terlibat dalam perilaku tertentu (Ajzen dan Fishbein, 

1980). Model theory of reasoned action menggunakan dua faktor utama yang 

berkontribusi terhadap niat perilaku yaitu sikap terhadap perilaku dan norma 

subyektif. Menurut Ajzen dan Fishbein, (1980), untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, diperlukan 

untuk melihat keyakinan yang dianut individu tentang diri mereka sendiri dan 

lingkungannya. Peneliti seperti Lujja et al. (2016) telah menggunakan teori 

tindakan beralasan untuk menjelaskan niat perilaku untuk mengadopsi perbankan 

syariah. Kami menggunakan teori yang sama untuk menguji sikap pembayar 

pajak (moral pajak) terhadap kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak memiliki sikap 

positif terhadap pembayaran pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai. 

Selanjutnya, Nkundabanyanga et al. (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas 

sangat penting untuk memikat pembayar pajak agar patuh pajak. Pembayar pajak 

akan ingin melihat untuk apa pajak mereka digunakan sebelum mereka berpikir 

untuk membayar pajak. Dengan demikian, penulis mengadopsi keadilan pajak dan 
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kepercayaan mewakili norma subjektif untuk dapat meneliti hubungan sikap yang 

berkaitan dengan niat kepatuhan pajak yang dilakukan oleh masyarakat selaku 

wajib pajak.  

2.1.2 Teori Identitas Sosial 

Teori identitas sosial untuk mengembangkan ukuran identitas nasional 

yang didasarkan pada teori dengan implikasi yang jelas bagi perilaku 

antarkelompok (Tajfel 1981; Tajfel dan Turner 1979). Teori identitas sosial 

mewakili kumpulan pemikiran dan temuan yang kaya tentang asal-usul dan 

konsekuensi dari identitas sosial yang kuat yang memiliki pengaruh yang 

berkembang pada penelitian politik dalam beberapa tahun terakhir (Sniderman et 

al., 2004; Gibson dan Gouws, 2000). Sebuah identitas sosial biasanya 

didefinisikan sebagai kesadaran keanggotaan objektif seseorang dalam kelompok 

dan rasa psikologis keterikatan kelompok (Tajfel 1981). Konsisten dengan definisi 

ini, identitas nasional didefinisikan sebagai rasa memiliki bangsa yang subjektif 

atau terinternalisasi dan mengukurnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

biasanya menilai identitas sosial (Huddy dan Khatib, 2007). 

Teori identitas sosial menghasilkan banyak prediksi tentang konsekuensi 

dari loyalitas nasional. Huddy dan Khatib (2007) mengeksplorasi beberapa 

harapan politik sentral yaitu 1) identitas nasional diharapkan bersifat nonideologis 

karena mewakili rasa keterikatan subjektif yang meresap ke dalam bangsa; 2) 

identitas nasional yang kuat diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan politik. 

Pada penelitian ini teori identitas sosial diadopsi pada penelitian pemasaran yang 

menjelaskan patriotisme yang diduga dapat memperkuat sikap wajib pajak untuk 

memiliki niat kepatuhan pajak. Patriotisme dianggap sebagai identitas individu 
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yang memiliki kecintaan pada bangsa dan negaranya dengan mematuhi setiap 

peraturan yang berlaku. Menurut Alshira’h dan Abdul-Jabbar (2020) bahwa teori 

identitas sosial adalah teori yang cocok digunakan untuk menjelaskan patriotisme 

dan dampaknya (Tajfel, 1974). 

2.1.3 Teori Promosi 

Salah satu teori paling awal tentang efek promosi adalah model hierarki 

efek yang dikembangkan oleh Lewis pada tahun 1898 (Strong, 1925). Beerli dan 

Santana (1999) telah mengartikulasikan versi yang relatif baru dari model 

tersebut. Mereka mempresentasikan kerangka kerja konseptual untuk mengukur 

respons individu terhadap promosi dan menyimpulkan bahwa respons individu 

didasarkan pada tiga dimensi yaitu kognitif (pengetahuan, persepsi, dan keyakinan 

terkait dengan suatu stimulus), afektif (sikap, perasaan, dan emosi dalam 

kaitannya dengan suatu stimulus) dan konatif (perilaku sebagai respon terhadap 

stimulus). Tetapi banyak penelitian telah memperlakukan konatif sebagai respon 

perilaku konsumen (Schiffman dan Kanuk, 2001) sehingga studi promosi harga 

cenderung berfokus terutama pada tahap konatif (Balasubramanian et al., 2006). 

Promosi harga telah muncul sebagai faktor pemasaran yang penting dalam 

strategi promosi penjualan dan baru-baru ini menarik perhatian yang meningkat 

baik dari praktisi maupun peneliti. Promosi penjualan didefinisikan sebagai 

bujukan langsung yang menawarkan nilai ekstra atau insentif bagi konsumen 

dengan tujuan utama menciptakan penjualan segera (Haugh, 1983). Menurut 

Quelch (1989) bahwa promosi penjualan digunakan oleh hampir semua barang 

dan jasa konsumen. Minat yang meningkat ini merupakan hasil dari kemampuan 

mereka untuk merangsang penjualan dalam jangka pendek (DelVecchio et al., 
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2007) dan untuk meningkatkan pangsa pasar. Untuk mencapai tujuan ini, 

perusahaan jasa menggunakan kupon, potongan harga, sampel gratis, premi, dan 

paket bonus untuk tujuan promosi penjualan.  

Efek dari alat promosi ini pada pembelian di masa depan tergantung pada 

kategori produk, sifat kegiatan promosi, dan pasar sasaran (Anderson dan 

Simester, 2004). Menurut Raghubir (1998) bahwa semakin tinggi diskon promosi, 

semakin tinggi penghematannya, dan semakin tinggi kemungkinan membeli 

produk/jasa. Di sisi lain, penelitian Ehrenberg et al. (1994) menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan antara promosi harga dan pembelian ulang. Akibatnya, 

penting bagi pemasar untuk mengevaluasi keberhasilan promosi harga mereka dan 

menemukan jenis promosi yang paling sesuai untuk produk mereka. Dengan 

demikian, penelitian ini mengadopsi teori promosi untuk menjelaskan kebijakan 

pemutihan pajak sebagai bagian dari promosi yang dilakukan oleh pemerintah dan 

diduga memoderasi hubungan antara sikap wajib pajak terhadap niat kepatuhan 

pajak. 

2.1.4 Keadilan Pajak 

Keadilan sebagai sebuah konsep seringkali tidak didefinisikan dengan baik 

dan dapat dipandang sewenang-wenang baik dalam hal interpretasi maupun 

pengaruhnya (Zajak, 1996). Dalam literatur perpajakan bahwa persepsi tentang 

keadilan pajak telah diakui secara luas untuk beberapa waktu sebagai salah satu 

variabel terpenting yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak (Gilligan 

dan Richardson, 2005). Persepsi publik terkait sistem perpajakan yang adil sangat 

berpengaruh pada keberhasilan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan 

yang kurang berhasil akan menimbulkan persepsi buruk pada benak masyarakat 
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untuk menghindari pembayaran pajak (Hanno dan Violette, 1996; Porcano, 1988; 

Spicer dan Becker, 1980; Vogel, 1974). 

Keadilan pajak dapat digambarkan sebagai platform pajak yang didasarkan 

pada cita-cita yang dimaksudkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, 

jelas, dan setara untuk semua wajib pajak (Otusanya et al., 2016). Dengan 

demikian, ketidakadilan pajak muncul dalam situasi dimana pembayar pajak 

dengan posisi yang sama memiliki kewajiban pajak yang sangat berbeda, tetapi 

banyak pembayar pajak berpenghasilan menengah dan tinggi dapat menghindari 

pajak penghasilan karena banyaknya keringanan pajak dalam undang-undang 

perpajakan (Brill, 2012). Intinya, keadilan pajak berupaya membatasi jumlah 

undang-undang dan aturan pajak yang menguntungkan satu segmen populasi 

pembayar pajak daripada yang lain. Oleh karena itu, banyak kelompok, politisi, 

dan individu yang mendorong keadilan pajak mencari cara untuk menghilangkan 

celah insentif dan kecurangan dalam sistem pajak. Telah diperdebatkan bahwa 

mereka yang mendukung keadilan pajak percaya bahwa praktik tersebut 

menempatkan beban pajak yang tidak semestinya pada segmen tertentu dari 

populasi pembayar pajak, sementara memudahkan segmen lain untuk menurunkan 

beban pajak mereka secara signifikan (Brill, 2012). Oleh karena itu, Cantoni 

(2004) menyatakan bahwa politisi berbicara tentang 'keadilan pajak' tetapi tidak 

pernah membahas tentang moralitas pajak, karena gagasan mereka tentang pajak 

yang adil benar-benar merupakan pajak yang tidak bermoral, karena itu seperti 

pencurian (yaitu beberapa orang mengambil uang dari orang lain untuk diri 

mereka sendiri). Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang 

keadilan (Brill, 2012). 
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Menurut Jones (2009), istilah keadilan berkaitan dengan pembenaran dan 

validitas konsumen memberikan pengenaan pajak. Dia menyatakan lebih lanjut 

bahwa 'keadilan yang dirasakan' akan lebih akurat karena keadilan menyiratkan 

bahwa pajak itu adil atau tidak adil ketika pada kenyataannya setiap orang 

membuat keputusan ini. Dalam pandangannya sendiri, Beach (2005) percaya 

bahwa keadilan pajak berarti setiap orang membayar bagiannya secara adil. 

Artinya, jumlah total pajak yang dibayarkan seseorang sebanding dengan 

kemampuan ekonominya untuk membayar pajak. Oleh karena itu, menyiratkan 

bahwa pajak yang dibayarkan sebanding dengan pendapatan atau konsumsi atau 

ukuran lain dari penggunaan pemerintah kita. Dia menyatakan lebih lanjut bahwa 

keadilan pajak berarti bahwa kebijakan pajak yang diberlakukan akan bertindak 

atas penghasilan kena pajak setiap orang sehingga merugikan tidak ada jenis 

wajib pajak atas yang lain dalam mencapai tujuan ekonomi mereka. 

Secara umum, literatur sebelumnya menemukan korelasi positif antara 

persepsi keadilan dan kepatuhan pajak (Hofmann et al., 2008; Kirchler, 2007; 

Andreoni et al., 1998; Eriksen dan Fallan, 1996). Individu yang tinggal di 

pemerintahan dengan tata kelola yang baik dan sistem perpajakan yang adil 

memandang pajak sebagai hal yang adil dan lebih mungkin untuk mematuhinya 

karena kegagalan untuk melakukannya dapat menimbulkan perasaan cemas dan 

bersalah (Alm dan Torgler, 2011; Cummings et al., 2009). Ketika sistem 

perpajakan suatu negara dianggap tidak adil, efek audit dan penalti terhadap 

kepatuhan pajak tidak sekuat efeknya di negara dengan sistem perpajakan yang 

adil (Cummings et al., 2009). Di sisi lain, persepsi ketidakadilan pajak dapat 

mengurangi legitimasi yang dirasakan dari sistem perpajakan dan digunakan oleh 
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individu untuk membenarkan dan merasionalisasi penggelapan pajak karena 

ketidakpatuhan dapat dilihat sebagai jenis pembelaan diri (Zhang et al., 2020). 

Penelitian awal tentang keadilan pajak mengandalkan ukuran luas dari 

keadilan umum, dimana keadilan umum terkait dengan persepsi wajib pajak 

tentang keadilan keseluruhan sistem perpajakan (Farrar et al., 2020). Perhatian 

utama dalam mempertimbangkan dan mengukur keadilan pajak secara umum 

adalah kegagalan untuk menentukan atau memperoleh pemahaman tentang poin 

referensi atau perbandingan yang digunakan pembayar pajak untuk menilai 

“bagian yang adil” (Etzioni, 1986; Mason dan Calvin, 1978; Spicer et al., 1976). 

Pada akhir 1980-an, peneliti keadilan pajak mulai memperhatikan terobosan yang 

dibuat oleh peneliti keadilan organisasi. Merefleksikan kerja keadilan organisasi 

awal, Gerbing (1988) mengembangkan pertimbangan konsep keadilan pajak 

umum yang tidak ditentukan dengan berfokus pada keadilan distributif dan 

menerapkan keadilan distributif dalam konteks perpajakan (yaitu, alokasi beban 

pajak di antara para pembayar pajak). Dengan demikian, penelitian ini 

mengadopsi definisi keadilan pajak yang disampaikan oleh Hofmann et al. (2008) 

bahwa keadilan pajak merupakan keadilan terkait dengan jumlah pajak yang 

dibayarkan dan barang publik yang diterima oleh pembayar pajak serta persepsi 

prosedur keadilan dan konsekuensi dari pelanggaran norma. Kemudian, 

pengukuran keadilan pajak diadopsi dan dikembangkan oleh Zhang et al. (2020). 

2.1.5 Kepercayaan pada Pemerintah 

Kepercayaan pada pemerintah yang diadopsi pada penelitian ini sebagai 

variabel independen menunjukkan kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak 

terhadap perilaku adil yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak dianggap sebagai 
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harga yang dibayarkan untuk layanan yang dilakukan oleh pemerintah (Güzel et 

al., 2019). Kepercayaan sangat penting bagi wajib pajak untuk membayar 

pajaknya secara sukarela (Frey dan Torgler, 2007; Scholz dan Lubell, 1998). 

Karena kurangnya kepercayaan pada pemerintah meningkat, pendapatan dan 

kinerja pemerintah dari perpajakan menurun (Torgler, 2003b). 

La Porta et al. (1997) mengatakan bahwa sumber dari teori kepercayaan 

pada pemerintah adalah pendekatan perilaku individu terhadap organisasi besar. 

Kepercayaan diartikan sebagai kecenderungan individu untuk bekerja sama dan 

faktor yang membentuk kepercayaan memengaruhi perilaku individu terhadap 

organisasi pembuat kebijakan seperti pemerintah (Ritsatos, 2014). Masyarakat 

berharap untuk diperlakukan secara adil dengan perilaku kooperatif, saat 

bertransaksi dengan individu atau organisasi lain. Ketika ekspektasi dibenarkan 

oleh interaksi aktual, kepercayaan antara orang dan organisasi meningkat. 

2.1.6 Sikap Wajib Pajak 

Sikap merupakan bagian dari theory of reasoned action (Fishbein dan 

Ajzen, 1975). Sikap sering didefinisikan sebagai evaluasi dalam kaitannya dengan 

objek, orang, perilaku, dll (Ajzen, 1991). Sikap adalah konstruksi psikologis 

kompleks yang diteorikan memiliki beberapa komponen yaitu komponen kognitif 

(keyakinan yang menyertai suatu sikap), komponen afektif (respons emosional 

yang terkait dengan evaluasi) dan komponen perilaku (kecenderungan perilaku 

yang terkait dengan sikap). Sikap dianggap membantu individu ketika 

berhubungan dengan dunia luar dan terlibat dalam banyak aspek kehidupan dari 

pemecahan masalah untuk mempertahankan rasa identitas pribadi (Pratkanis dan 

Greenwald, 1989). 
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Sikap adalah evaluasi luas yang dapat memengaruhi niat perilaku tertentu 

(Ajzen dan Fishbein, 1980). Contohnya adalah sikap mendukung secara umum 

terhadap prestasi akademik dapat berdampak pada berbagai perilaku tertentu 

sepanjang hidup seseorang, dari kinerja di tahun-tahun awal sekolah hingga minat 

pada kursus pengembangan profesional. Sikap dianggap relatif stabil dari waktu 

ke waktu dan para psikolog tertarik untuk mengukur sikap ini karena mereka 

diyakini informatif dari berbagai perilaku tertentu. Sikap adalah konstruksi dasar 

dalam psikologi modern. Interpretasi awal dari sikap menunjukkan keadaan 

kesiapan (Allport, 1935), mewakili disposisi seseorang terhadap suatu topik 

(Thurstone, 1928). 

Sikap menunjukkan sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau 

penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang 

bersangkutan (Ajzen, 1991). Dalam konteks kepatuhan pajak, sikap dikaitkan 

dengan moral wajib pajak yang mengacu pada motivasi intrinsik dalam membayar 

pajak yang timbul dari kewajiban untuk membayar pajak sebagai kontribusi 

kepada masyarakat (Cummings et al., 2009). Cummings et al. (2009) 

mendefinisikan sikap sebagai tanggung jawab moral individu untuk secara 

sukarela membayar pajak penghasilan yang dikenakan pada mereka. 

2.1.7 Niat Kepatuhan Pajak 

Niat merupakan elemen terpenting untuk menerima atau menolak perilaku 

seseorang. Studi penelitian sebelumnya berpandangan bahwa prediktor perilaku 

adalah niat untuk berperilaku (Saad dan Haniffa, 2014). Niat perilaku individu 

adalah representasi kognitif dari kesediaan seseorang untuk menerapkan perilaku 

yang diberikan (Fishbein dan Ajzen, 1975). Menurut Ajzen dan Fishbein (1980) 
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bahwa niat berperilaku dipengaruhi secara signifikan oleh sikap. Ajzen (1991) 

menyimpulkan bahwa sikap terhadap suatu perilaku merupakan faktor utama yang 

memengaruhi niat. Selain itu, Ramayah et al. (2009) mengatakan bahwa sikap 

terhadap suatu perilaku merupakan faktor penyumbang utama niat berperilaku. 

Niat meringkas motivasi orang untuk melakukan suatu perilaku, 

menunjukkan jumlah waktu dan usaha yang dipersiapkan seseorang untuk 

mencurahkan untuk memastikan bahwa tindakan dilakukan (Langdridge et al., 

2007; Ajzen, 1991). Niat ditentukan oleh dua konstruksi, yaitu sikap dan norma 

subjektif. Sifat bermasalah dari variabel ini adalah bahwa subjek ragu-ragu untuk 

mengakui perilaku tidak etis dan ilegal (Wenzel, 2004), berpotensi berkontribusi 

pada tingkat signifikansi yang relatif rendah dari sebagian besar model kepatuhan. 

Dalam penelitian ini, pertimbangan akan dibuat untuk niat kepatuhan wajib pajak 

dan tidak mengungkapkan perilaku kepatuhan pajak yang sebenarnya seperti studi 

yang dilakukan oleh Bobek et al. (2007). Ajzen (1991) menyatakan bahwa niat 

berperilaku sangat berkorelasi dengan perilaku sebenarnya. 

2.1.8 Kebijakan Pemutihan Pajak 

Literatur pemasaran menyebutkan bahwa promosi sebagai bagian 

penjualan yang dapat meningkatkan minat individu untuk membeli suatu produk. 

Potongan harga merupakan bentuk promosi penjualan yang paling umum 

digunakan dalam industri jasa (Hartley dan Cross, 1988). Potongan harga telah 

ditemukan sebagai alat yang efektif dalam mempengaruhi percepatan pembelian 

dan percobaan produk (Gilbert dan Jackaria, 2002) serta menawarkan insentif 

kepada konsumen untuk membeli suatu merek (Quelch, 1989).  
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Potongan harga atau diskon telah didefinisikan sebagai pengurangan 

jangka pendek dari harga layanan yang terdaftar ketika semua pembeli sama-sama 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh penjual (Chen et al., 1998). 

Produk jasa disarankan untuk mengadopsi metode sistematis dalam menetapkan 

potongan harga, apabila tidak dilakukan akan terjadi konsekuensi negatif yang 

terjadi dalam jangka panjang (misalnya peralihan merek). Penelitian telah 

menunjukkan bahwa volume penjualan yang lebih besar dapat dicapai dengan 

menawarkan diskon harga (Guerreiro et al., 2004). Namun, pemasar dalam 

mencapai tujuan strategis diskon harga harus membedakan konsumen yang loyal 

dan yang beralih (Shi et al., 2005). Selain itu, pemasar perlu memahami efek 

ambang diskon harga, yaitu nilai minimum diskon harga yang diperlukan untuk 

menarik konsumen agar membeli produk (Blattberg et al., 1995). 

Literatur perpajakan menyebutkan bahwa pemutihan pajak sebagai bagian 

dari promosi yang dilakukan pemerintah untuk memberikan keringanan pada 

wajib pajak sehingga meningkat minat individu untuk melakukan pembayaran 

pajak. Menurut Agyei dan Gyamerah (2014) bahwa pemutihan pajak adalah 

tunjangan yang disetujui secara hukum yang dimaksudkan untuk mengurangi 

penghasilan kena pajak seseorang dan mengurangi beban pajak. Hal ini 

dimaksudkan untuk melindungi efek pajak pada individu dan membuatnya dapat 

ditanggung untuk membayar pajak. Pemutihan pajak dikurangkan dari pendapatan 

yang dapat dinilai individu sebelum menerapkan tarif pajak (Ali-Nakyea, 2008). 

Jacobs (2007) menyebutkan bahwa pemutihan pajak adalah elemen 

motivasi terpenting bagi pemberi kerja untuk berinvestasi dalam sumber daya 

manusia. Anaman et al. (2017) juga menyatakan bahwa pemutihan pajak pribadi 
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adalah cara yang sah dan akurat untuk membayar pekerja berpenghasilan rendah. 

Lebih lanjut, Pobbi dan Essel (2017) berpendapat bahwa pemutihan pajak adalah 

tunjangan yang dapat dikurangkan yang disetujui secara hukum yang 

dimaksudkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak seseorang dan dengan 

demikian mengurangi beban pajak. Untuk menjaga daya saing sistem perpajakan 

dan mendorong wajib pajak untuk menyatakan pendapatan dan keuntungan 

mereka dengan benar untuk tujuan perpajakan, pemutihan pajak telah menjadi 

bagian penting dari sebagian besar sistem perpajakan di dunia (Gatsi et al., 2013). 

Penelitian ini mengadopsi kebijakan pemutihan pajak sebagai variabel 

moderasi pada efek sikap wajib pajak terhadap niat kepatuhan pajak. Kebijakan 

pemutihan pajak merupakan bagian dari promosi yang terdapat pada literatur 

pemasaran. Penelitian ini menjelaskan peran kebijakan pemutihan pajak diduga 

menguatkan sikap wajib pajak untuk memiliki niat kepatuhan pajak yang dapat 

menghasilkan perilaku seperti pembayaran pajak. 

2.1.9 Patriotisme 

Callan (2006) mendefinisikan patriostisme sebagai cinta tanah air yang 

dalam hal ini diyakini dapat meningkatkan pembayaran pajak. Patriotisme 

dilaporkan dapat mencegah individu untuk pindah ke luar negeri sebagai 

tanggapan atas tarif pajak yang meningkat dan penurunan fleksibilitas basis pajak 

yang memaksa negara untuk meningkatkan tarif pajak lebih tinggi (Qari et al., 

2012). Patriotisme wajib pajak terhadap pembangunan negara ditunjukkan dengan 

melakukan pembayaran pajak tepat waktu (Kahne dan Middaugh, 2006). Dalam 

beberapa kasus, patriotisme memainkan peran kunci dalam seluruh aspek 

pembayaran pajak, khususnya kepatuhan pajak (Qari et al., 2012). Tajfel (1974) 
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mengatakan bahwa teori identitas sosial adalah teori yang cocok untuk digunakan 

menjelaskan patriotisme dan pengaruhnya. 

Patriotisme digambarkan dalam istilah pengkategorian diri warga negara 

sebagai anggota kelompok sosial tertentu seperti komunitas nasional atau lokal 

(Tajfel, 1974; Tajfel et al., 1971; Tajfel dan Turner, 1986). Kategorisasi diri 

semacam itu memberi warga negara konsep diri positif melalui emosi positif 

seperti cinta dan kebanggaan pada pencapaian nasional (Federico et al., 2005), 

yang berarti bahwa patriotisme dapat didefinisikan sebagai  identifikasi positif dan 

perasaan keterikatan afektif dengan negara seseorang (Schatz et al., 1999).  

Schatz et al. (1999) mengungkapkan bahwa patriotisme memiliki 

perbedaaan kritis antara patriotisme konstruktif dan blind patriotism. Patriotisme 

konstruktif diartikan sebagai memuji pekerjaan pemerintah dan mengekspos serta 

mengkritik orang dengan harapan dapat meningkatkan perubahan dan konsistensi 

yang positif. Sebaliknya, blind patriotism tidak mempersoalkan pemerintah dan 

menekankan loyalitas (Alshira’h et al., 2020). Dari argumen tersebut 

menunjukkan bahwa blind patriotism lebih nasional dibandingkan dengan 

patriotisme konstruktif. 

Patriotisme sebagai identitas sosial memberikan panduan penting untuk 

perilaku sosial (Huddy dan Khatib, 2007; Tajfel dan Turner, 1986). Pada 

prinsipnya bahwa patriotisme dilakukan berdasarkan evaluasi positif terhadap 

bangsa sendiri, bagaimanapun tidak mengecualikan atau bahkan menuntut kritik 

dari masyarakat sendiri jika masyarakat tidak memenuhi standar tertentu 

(Federico et al., 2005; Schatz et al., 1999). Oleh karena itu, penulis berpendapat 

bahwa patriotisme dapat menjadi variabel penguat maupun pelemah sikap wajib 
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pajak terhadap niat kepatuhan pajak. Secara rasional dapat dikatakan bahwa 

tingkat patriotisme wajib pajak yang tinggi dapat memengaruhi perilaku mereka, 

terlepas dari baik atau tidaknya sebuah pemerintahan publik. 

2.2 Pengembangan Hipotesis 

2.2.1 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Sikap Wajib Pajak 

Persepsi keadilan mungkin sangat penting dalam keputusan kepatuhan 

pajak. Teori umum kepatuhan pajak mendukung gagasan bahwa persepsi keadilan 

mempengaruhi kepatuhan pajak. Teori kepatuhan pajak yang disampaikan oleh 

Torgler (2007) menyatakan bahwa persepsi keadilan adalah salah satu dari tiga 

penentu kepatuhan yang paling penting. Dalam ulasan Andreoni et al. (1998) 

tentang literatur kepatuhan pajak mengamati bahwa persepsi keadilan penting 

untuk keputusan kepatuhan pajak. 

Bordignon (1993) menyimpulkan bahwa pembayar pajak menghindari 

pajak ketika mereka percaya bahwa tingkat barang publik, output, tidak cukup 

untuk kewajiban pajak mereka, atau jika mereka percaya bahwa jadwal pajak 

tidak adil. Bukti survei mendukung teori kepatuhan pajak dengan menunjukkan 

bahwa persepsi wajib pajak tentang cara mereka diperlakukan relatif terhadap 

orang lain secara signifikan berkorelasi dengan kepatuhan (Alm, 1991). Jika wajib 

pajak merasa bahwa sistem pajak kurang adil, mereka akan dapat merasionalisasi 

penghindaran (Davis et al., 2003). Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan 

bahwa persepsi keadilan berhubungan positif dengan kepatuhan (Falkinger, 1995). 

Sistem perpajakan yang adil menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk 

membayar pajak yang dikenakan dan menentang penggelapan pajak (Walsh, 

2012). Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat bahwa layanan yang 
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diberikan pemerintah sebanding dengan biaya pajak yang dibayarkan. Hasil riset 

yang dilakukan oleh Pui Yee et al. (2017); Oberholzer dan Stack (2014); Ritsatos 

(2014); Sapiei dan Kasipillai (2013) menunjukkan terdapat hubungan positif 

antara keadilan pajak terhadap sikap wajib pajak menggunakan analisis korelasi 

dan analisis regresi. Ketika perlakuan sistem perpajakan terhadap semua wajib 

pajak adil, maka wajib pajak menunjukkan sikap untuk bersedia membayar 

kepada pemerintah (Pui Yee et al., 2017). 

Menurut Walsh (2013) bahwa sistem perpajakan yang adil 

menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak yang dibebankan 

dan dianggap bermoral dan berdampak pada perlawanan terhadap penghindaran 

pajak. Ini karena mereka percaya bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah 

sepadan dengan biaya pajak mereka. Oleh karena itu, hubungan positif antara 

keadilan sistem perpajakan dan sikap wajib pajak terbentuk sebagaimana 

dibuktikan oleh beberapa peneliti dengan analisis korelasi dan analisis regresi 

(Oberholzer dan Stack, 2014; Ritsatos, 2014; Sapiei dan Kasipillai, 2013). Ketika 

perlakuan sistem perpajakan terhadap semua wajib pajak adil, maka moralitas 

pajak dianggap tinggi karena wajib pajak merasa puas dan bersedia membayar 

pemerintah.  

Azmi dan Perumal (2008) menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan 

penting karena hal ini akan mengarah pada sikap wajib pajak yang lebih baik 

dengan analisis faktor dalam perspektif Malaysia. Mohamad et al. (2013) 

menemukan bahwa keadilan pajak memiliki hubungan positif yang signifikan 

dengan sikap wajib pajak dengan uji Man-Whitney dan Kruskal Wallis. 

Sebaliknya, wajib pajak cenderung terlibat dalam penghindaran pajak dan lebih 
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cenderung menganggap bahwa penghindaran pajak dapat diterima ketika mereka 

mengklaim bahwa sistem perpajakan tidak adil dan tidak adil bagi mereka, yang 

didukung oleh Barth et al. (2006). Ketika pajak penghasilan dikenakan pada 

tingkat yang lebih tinggi pada pembayar pajak miskin, sulit bagi mereka untuk 

membayar jumlah yang dibebankan sehingga mereka dipaksa untuk menyimpang 

dari moral mereka dan ini kemudian menyebabkan mereka merespons secara tidak 

bermoral terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. 

Azmi dan Perumal (2008) mengatakan bahwa keadilan sistem perpajakan 

dianggap sangat penting, karena hal ini mengarah pada sikap wajib pajak yang 

lebih baik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keadilan pajak dapat 

memengaruhi sikap wajib pajak sesuai riset yang dilakukan oleh Mohamad et al. 

(2013). Wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak saat sistem 

perpajakan dianggap tidak adil (Fortin et al., 2007). Ketidakadilan pada 

perpajakan memengaruhi sikap wajib pajak pada niat kepatuhan pajak.  

Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang keadilan pajak sangat penting. 

Teori seperti Fairness Heuristic Theory menunjukkan bahwa individu akan lebih 

bersedia untuk mematuhi pajak jika mereka menganggap pajak itu adil (Al-

Zaqeba dan Al-Rashdan, 2020). Banyak penelitian yang mengacu pada 

pentingnya keadilan terhadap sikap wajib pajak. Misalnya, Dulleck et al. (2016) 

menganggap keadilan sebagai prediktor penting dari sikap kepatuhan. Demikian 

pula, peneliti lain (Jameel dan Ahmad, 2018; Malkawi dan Haloush, 2008) 

menemukan bahwa persepsi keadilan sangat penting untuk mengembangkan sikap 

serta perilaku kepatuhan pajak individu. Peneliti yang meneliti pengaruh keadilan 

pajak terhadap sikap patuh pajak menemukan bahwa persepsi pajak yang adil 
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berpengaruh positif terhadap sikap terhadap pajak (Jimenez dan Iyer, 2016). Dari 

uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Keadilan pajak berpengaruh terhadap sikap wajib pajak 

2.2.2 Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Sikap Wajib 

Pajak 
 

Siau dan Shen (2003) menggambarkan tiga karakteristik kepercayaan yang 

ada. Pertama, ada dua pihak yang terlibat, yaitu trustor dan trustee. Kedua belah 

pihak saling mengandalkan untuk beberapa keuntungan bersama. Kedua, adanya 

ketidakpastian dan risiko karena ada kemungkinan trustee tidak akan bekerja 

seperti yang diharapkan. Ketiga, trustor percaya pada kejujuran trustee dan 

trustee tidak akan mengkhianati trustor; trustor merasa bahwa trustee dapat 

dipercaya. Penilaian kepercayaan memberikan prekursor penting pada berbagai 

hubungan pada layanan jasa (Limbu et al., 2012). 

Menurut Jimenez dan Iyer (2016) bahwa kepercayaan sebagai teori 

heuristik memberikan wawasan tentang efek dari menurunnya kepercayaan dan 

membantu menjelaskan dukungan individu untuk tindakan pemerintah. Teori ini 

mengusulkan bahwa individu menggunakan aturan keputusan sederhana untuk 

memutuskan apakah akan mendukung kegiatan pemerintah (Hetherington, 2005). 

Ia berpendapat bahwa ketika individu menganggap pemerintah dapat dipercaya, 

mereka akan mendukung tindakan yang diambil oleh pemerintah, tetapi ketika ada 

kurangnya kepercayaan, maka mereka tidak akan mendukung tindakan 

pemerintah (Rudolph, 2009). 

Kepercayaan pada pemerintah dapat memiliki konsekuensi positif bagi 

rezim; salah satu konsekuensi positif potensial adalah peningkatan kepatuhan 

wajib pajak. Torgler (2007) berpendapat bahwa hubungan wajib pajak dengan 
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pemerintah, termasuk kepercayaan mereka pada pemerintah, merupakan 

pertimbangan penting ketika memeriksa kepatuhan pajak sukarela. Jackson dan 

Milliron (1986) dan Levi (1998) juga berpendapat bahwa kepercayaan pada 

pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tesis 

ketidakpuasan politik berpendapat bahwa ketika warga kehilangan kepercayaan 

pada pemerintah, mereka mulai percaya bahwa kewajiban pajak terlalu tinggi 

(Rudolph, 2009). Akibatnya, ketidakpercayaan pada pemerintah dapat 

menyediakan sarana dimana pembayar pajak merasionalisasi penghindaran. 

Dalam serangkaian penelitian yang menggunakan informasi dari World Values 

Survey, Torgler (2003a, 2003b, 2004) menemukan bahwa kepercayaan pada 

pemerintah berhubungan positif dengan kesediaan individu untuk mematuhi 

undang-undang perpajakan di berbagai negara. Studi lain telah mengkonfirmasi 

hubungan positif antara kepercayaan pada pemerintah dan kepatuhan di berbagai 

negara termasuk Richardson (2008, 47 negara), Song dan Yarbough (1978, AS), 

dan Vogel (1974: Swedia). 

 Penelitian sebelumnya telah menemukan efek positif dari kepercayaan 

pada sikap pada studi kasus situs web (Elliott dan Speck, 2005; Donthu, 2001). 

Studi lain menemukan kepercayaan adalah prediktor signifikan dari keinginan 

pengguna untuk bertransaksi dengan perusahaan online dan niat pembelian online 

(Eastlick et al., 2006; Bhattacherjee, 2002). Karena kepercayaan memungkinkan 

konsumen untuk mengatasi persepsi risiko dan ketidakpastian, kepercayaan sangat 

mempengaruhi niat perilaku konsumen (Mcknight et al., 2002). Oleh karena itu, 

penelitian ini akan menguraikan kepercayaan pada pemerintah yang dapat berefek 

pada sikap wajib pajak. 



 

43 

 

Kepercayaan menekankan hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak 

yang dihasilkan dari kepercayaan wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki 

kepercayaan tinggi, maka kepatuhan pajak dipersepsikan akan meningkat 

(Kastlunger et al., 2013). Wahl et al. (2010) dalam hasil risetnya menyatakan 

bahwa kepercayaan memiliki hubungan positif terhadap pembayaran pajak. 

Otoritas pajak yang sangat andal dan dapat dipercaya meningkatkan kepatuhan 

pajak baik secara sukarela atau melalui penegakan. 

Studi yang dilakukan oleh Kogler et al. (2013); Muehlbacher et al. (2011) 

menyatakan bahwa kepercayaan dari otoritas pajak meningkatkan kepatuhan 

pajak sukarela. Kepercayaan pada pemerintah sangat memengaruhi sikap 

kepatuhan pajak masyarakat (Helhel dan Ahmed, 2014; Chanley et al., 2000). Ini 

merupakan indikator penting keberhasilan berbagai kebijakan, program, dan 

peraturan pemerintah yang sangat bergantung pada kerja sama dan kepatuhan 

rakyat. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang dapat 

menentukan kepercayaan terhadap pemerintah seperti keadilan (Jurney et al., 

2017), transparansi (Song dan Lee, 2016; Kim dan Lee, 2012), kompeten 

(Houston dan Harding, 2013), kepuasan (Welch et al., 2005), dan layanan publik 

(Kampen et al., 2006). Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap sikap wajib pajak 

2.2.3 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Niat Kepatuhan Pajak 

Gberegbe dan Umoren (2017) menyatakan literatur kepatuhan pajak telah 

menunjukkan strategi penegakan berbasis pencegahan dengan pelanggar dapat 

menjadi kontra produktif dalam jangka panjang dan dapat merusak hubungan 
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antara otoritas hukum dan regulasi pajak (Tyler et al., 2007). Para ahli regulasi 

telah menyadari pentingnya persuasi dan kerjasama sebagai alat untuk 

mendapatkan kepatuhan (Murphy, 2008). Selanjutnya, Tyler (2006) menegaskan 

bahwa dialog dan perlakuan yang adil dengan wajib pajak dapat mendorong wajib 

pajak untuk mendukung hukum dan meminimalkan tingkat pelanggaran kembali. 

Wenzel (2003) menyajikan kerangka konseptual untuk keadilan dalam 

kaitannya dengan pembayaran pajak berdasarkan literatur keadilan psikologis 

sosial, di mana keadilan distributif, keadilan prosedural dan retributif dibedakan. 

Keadilan distributif mengacu pada distribusi hasil yang adil dalam proses alokasi. 

Teori ekuitas (Walster et al., 1978; Adams, 1965) menyatakan bahwa hubungan 

pertukaran dianggap adil jika biaya dan manfaat seimbang. Dalam konteks 

kepatuhan pajak, manfaat khas adalah bagian dari barang publik yang diterima 

dan biaya yang paling penting adalah pajak aktual yang harus dibayar. 

Keseimbangan manfaat dan biaya ini disebut sebagai ekuitas pertukaran (Spicer 

dan Lundstedt, 1976). Selain ekuitas pertukaran, jenis keadilan lainnya yang 

dikenal sebagai ekuitas horizontal dan ekuitas vertikal dibedakan. Keadilan 

horizontal menyangkut perbandingan rasio biaya-manfaat orang itu sendiri dengan 

orang lain dalam kelompok sosial yang sama, dan keadilan vertikal mengacu pada 

perbandingan dengan kelompok sosial lainnya. 

Persepsi keadilan distributif telah terbukti mempengaruhi kepatuhan pajak 

(Kirchler, 2007; Wenzel, 2003). Orang yang mengalami beban pajak lebih tinggi 

dari orang lain (ketidakadilan horizontal atau vertikal) cenderung kurang patuh 

terhadap undang-undang perpajakan (Kinsey et al., 1991). Selain itu, 

ketidakadilan pertukaran juga tampaknya melemahkan kepatuhan (Moser et al., 
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1995). Semakin banyak orang dibayar kembali dalam bentuk barang dan jasa 

publik, semakin patuh mereka, yang sepenuhnya sejalan dengan prediksi teori 

ekuitas dan teori pertukaran sosial. 

Keadilan prosedural telah terbukti menjadi konsep yang sangat 

berpengaruh untuk kerjasama individu dalam kelompok atau dengan otoritas (De 

Cremer et al., 2005; De Cremer dan Van Knippenberg, 2002; Van den Bos et al., 

1998; Tyler, 1990). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keadilan prosedural 

mempengaruhi penerimaan keputusan yang dibuat oleh otoritas pajak dan 

membangun kepercayaan otoritas pajak di antara wajib pajak swasta (Murphy, 

2004; Braithwaite, 2003). Keadilan prosedural penting bagi otoritas pajak, karena 

dengan memberlakukan prosedur yang adil otoritas mendukung legitimasi mereka 

(Tyler, 1997, 2006). Meskipun dalam penelitian pajak keadilan prosedural kurang 

mendapat perhatian dibandingkan keadilan distributif, namun ada beberapa bukti 

bahwa keadilan prosedural terkait dengan (ketidakpatuhan) pajak dan moral pajak. 

Kirchler et al. (2006) menemukan bahwa dukungan yang dirasakan dari nasihat 

oleh petugas pajak dikaitkan dengan kepatuhan yang dilaporkan sendiri. 

Keadilan retributif mengacu pada persepsi keadilan sanksi ketika aturan 

dilanggar (Tyler, 1990). Persepsi ketidakadilan retributif dapat terjadi ketika 

sanksi terlalu berat, atau terlalu ringan. Meskipun keadilan retributif dapat 

menjadi penting untuk kepatuhan pajak, karena juga berkaitan dengan legitimasi 

otoritas. Kemudian, pengusaha yang peduli dengan keuntungan dan sering 

mengalami persaingan ketat, yang dapat menyebabkan pertimbangan ekonomi 

dalam masalah pajak (Verboon dan Goslinga, 2009). Ini menyiratkan bahwa bagi 

pengusaha tidak hanya pencegahan ekonomi akan memainkan peran penting 
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dalam keputusan untuk mematuhi, tetapi juga masalah keadilan distributif. 

Kirchler dan Berger (1998) menemukan bahwa pengusaha cenderung percaya 

bahwa pajak bersifat distributif tidak adil, karena beban pajak mereka dialami 

lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Ekuitas pertukaran relatif juga 

rendah di kalangan pengusaha karena mereka mengasosiasikan pajak dengan 

birokrasi dan pembatasan kebebasan mereka (Kirchler, 1998). Hilangnya 

kebebasan dapat menyebabkan reaktansi (Brehm, 1966), yang memotivasi untuk 

mendapatkan kembali kebebasan, mungkin dengan mengembangkan sikap positif 

terhadap ketidakpatuhan. Kirchler (1999) memang menemukan bukti untuk efek 

reaktansi di antara pengusaha. Selain itu, pengusaha umumnya memiliki lebih 

banyak peluang untuk menghindari pajak, misalnya karena mereka lebih aktif 

dalam ekonomi tunai. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kesempatan 

untuk menghindari pajak merupakan faktor yang sangat relevan dalam 

ketidakpatuhan (Kirchler, 2007). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pengusaha yang percaya bahwa beban pajak mereka lebih tinggi daripada orang 

lain, terutama pesaing bisnis, akan lebih cenderung untuk tidak patuh. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taing dan Chang (2021) menyatakan 

bahwa keadilan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat untuk membayar pajak. Benk et al. (2012) mengatakan bahwa wajib pajak 

secara sukarela membayar pajak jika mereka merasa bahwa otoritas perpajakan 

memperlakukan mereka secara adil. Goetz (1978) menjelaskan keadilan 

horizontal, yang menegaskan bahwa beban pajak harus didistribusikan secara 

merata dalam kelompok sebaya. Sebuah studi di Malaysia menemukan bahwa 

keadilan prosedural memiliki dampak positif terhadap perilaku kepatuhan (Faizal 
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dan Palil, 2015). Geberegbe et al. (2015) menyelidiki persepsi keadilan di Nigeria 

dan menemukan hubungan yang signifikan antara kepatuhan pajak penghasilan 

pribadi dan keadilan pajak. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3: Keadilan pajak berpengaruh terhadap niat untuk membayar pajak 

2.2.4 Pengaruh Kepercayaan terhadap Pemerintah terhadap Niat 

Kepatuhan Pajak 
 

Ajzen (2005) mengungkapkan bahwa niat akan konsisten dengan perilaku 

mereka ketika lingkungan memberikan motivasi dan kesempatan yang cukup. 

Oleh karena itu, dibutuhkan faktor-faktor antara niat untuk patuh dan kepatuhan 

pajak. Salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai faktor interupsi adalah 

kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah. Kelangsungan kontrak antara wajib 

pajak dan pemerintah sangat bergantung pada kepercayaan wajib pajak kepada 

pemerintah. Jika pajak yang dibayarkan dan pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah dianggap sama oleh wajib pajak, pembayar pajak mungkin cenderung 

untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan ini memiliki efek positif pada 

kepatuhan pajak (Torgler et al., 2008; Feld dan Frey, 2002), wajib pajak akan 

mengubah niat untuk patuh menjadi perilaku kepatuhan pajak. Azmi dan Perumal 

(2008) menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi kepatuhan 

pajak adalah kepercayaan wajib pajak terhadap pelaksanaan sistem perpajakan. 

Menurut Taing dan Chang (2021) bahwa selain pertanyaan tentang peran 

penegakan yang dimainkan oleh otoritas perpajakan, bagi wajib pajak untuk 

membayar pajak secara sukarela, mereka perlu mengharapkan pertukaran fiskal 

yang setara antara pajak yang mereka bayarkan dan barang dan jasa yang 

disediakan pemerintah (Feld dan Frey, 2007). Hal ini berkaitan dengan seberapa 
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jauh kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah mempengaruhi keputusan 

kepatuhan pajak mereka. Misalnya, jika wajib pajak merasa bahwa penerimaan 

pajak digunakan secara efektif, dan administrasi perpajakan terbuka dan 

transparan, mereka akan lebih percaya pada pemerintah mereka dan melakukan 

perilaku kepatuhan. Murphy (2004) menyelidiki hubungan antara kepercayaan 

dan kepatuhan pajak antara penghindar pajak di Australia. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan positif antara kepercayaan pemerintah dengan 

kepatuhan pajak. Scholz dan Lubell (1998) juga meneliti pengaruh kepercayaan 

pada pemerintah di Australia dan menemukan korelasi positif antara kepatuhan 

pajak dan kepercayaan pada pemerintah. 

Wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak jika mereka 

menganggap sistem perpajakan tidak adil (Richardson, 2007). Saad (2010) Saad 

(2009) membuktikan bahwa dibandingkan dengan tarif pajak, kepercayaan akan 

mempengaruhi kepatuhan pajak. Kogler et al. (2013) menunjukkan bahwa 

kepatuhan sukarela lebih dipengaruhi oleh kepercayaan wajib pajak terhadap 

pemerintah khususnya terhadap sistem perpajakan. Adafula (2013) pada 

penelitiannya di Ghana membuktikan secara empiris bahwa kepercayaan wajib 

pajak kepada pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan 

pemaparan di atas bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam 

perpajakan diharapkan dapat memperkuat pengaruh niat untuk patuh terhadap 

kepatuhan pajak, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

H4: Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak 
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2.2.5 Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Niat Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan pajak mengacu pada pemenuhan semua kewajiban perpajakan 

sebagaimana ditentukan oleh undang-undang secara bebas dan lengkap, atau 

sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi atau gagal mematuhi peraturan 

perpajakan negaranya (Braithwaite, 2009). Kepatuhan pajak adalah sejauh mana 

wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan (James dan Alley, 2004) dan 

pembayaran penuh semua pajak terutang (Braithwaite, 2009). Kepatuhan pajak 

juga didefinisikan sebagai proses di mana wajib pajak mengajukan semua 

pengembalian pajak yang diperlukan dengan menyatakan semua pendapatan 

secara akurat dan membayar kewajiban pajak yang tepat menggunakan undang-

undang dan peraturan perpajakan yang berlaku (Mohd dan Ahmad, 2011). Secara 

teoritis, dapat didefinisikan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan yang 

berbeda seperti kepatuhan pembayaran, kepatuhan pengajuan dan kepatuhan 

pelaporan (Brown dan Mazur, 2003). 

Sikap dapat diartikan sebagai evaluasi atau penilaian atas kesesuaian atau 

ketidaksukaan suatu objek sikap (Beck dan Ajzen, 1991; Ajzen dan Fishbein, 

1980). Literatur telah mengidentifikasi contoh sikap pajak sebagai keadilan yang 

dirasakan (Hite dan Roberts, 1992), potensi keuntungan finansial (Baldry, 1987), 

dan kepercayaan yang dirasakan pada otoritas (Torgler, 2005). Penelitian 

sebelumnya menemukan hubungan positif yang signifikan antara sikap terhadap 

perilaku penggelapan pajak (Kirchler et al., 2008; Trivedi et al., 2005; Eriksen 

dan Fallan, 1996). Di sisi lain, Bobek dan Hatfield (2003) menemukan bahwa 

sikap memengaruhi kepatuhan pajak. Dengan demikian, wajib pajak dengan sikap 

yang kurang baik terhadap penggelapan pajak cenderung tidak terlibat dalam 
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penggelapan pajak. Sebaliknya, wajib pajak dengan sikap ramah terhadap 

penghindaran pajak lebih cenderung terlibat dalam penghindaran pajak (Alleyne 

dan Harris, 2017). 

Sikap merupakan bagian dari komponen afektif yang dikembangkan oleh 

Fishbein dan Ajzen (1975) dengan Theory of Reasoned Action. Theory of 

Reasoned Action mengemukakan bahwa niat perilaku dipengaruhi oleh sikap dan 

norma subjektif (Fishbein dan Ajzen, 1975). Hanno dan Violette (1996) 

menemukan keyakinan umum tentang pajak dipengaruhi oleh sikap dan norma 

subjektif. Selanjutnya, hasil riset Chan et al. (2000) menyimpulkan bahwa sikap 

wajib pajak berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak.  

Di sisi lain, studi lain tidak menemukan hubungan antara sikap wajib pajak 

dan perilaku kepatuhan pajak (Antonides dan Robben, 1995; Porcano, 1988; 

Vogel, 1974). Namun, seperti yang dikemukakan oleh Richardson dan Sawyer 

(2001); Jackson dan Milliron (1986) bahwa alasan yang dapat dipercaya terkait 

ketidakkonsistenan tersebut adalah sifat multidimensi dari sikap sebagai variabel 

kepatuhan pajak (Richardson, 2006). Fishbein dan Ajzen (2010) berpendapat 

bahwa niat untuk bertindak dipengaruhi oleh sikap tertentu, norma subjektif dan 

kontrol yang dirasakan atas perilaku (I Ajzen, 2001). Meskipun demikian, sikap 

umum terhadap sistem perpajakan tidak dapat memengaruhi keputusan kepatuhan 

pajak (Benk et al., 2011). Hasil riset oleh Cechovsky (2021) menyatakan bahwa 

sikap memiliki pengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak. Dari uraian 

tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5: Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak 
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2.2.6 Patriotisme memoderasi Pengaruh Sikap terhadap Niat Kepatuhan 

Pajak 

Schatz et al. (1999) mengartikulasikan perbedaan kritis antara patriotisme 

konstruktif dan buta. Patriotisme konstruktif didefinisikan sebagai memuji 

pekerjaan pemerintah dan mengekspos dan mengkritik orang dengan harapan 

meningkatkan perubahan dan konsistensi positif. Sebaliknya, patriotisme buta 

tidak mempertanyakan pemerintah, menekankan kesetiaan dan kesetiaan. Ini 

berarti bahwa patriot buta lebih nasionalistis, dalam arti mereka mempromosikan 

dan menegaskan perbedaan bangsa mereka, dan mereka mendukung hegemoninya 

atas bangsa lain. Sehubungan dengan ini, karya Federico et al. (2003) dan 

Druckman (1994) menyoroti perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme. 

Patriotisme mengacu pada cinta negara dan tidak boleh dikaitkan dengan skema 

konflik tertentu. Kadang-kadang, patriotisme dapat menunjukkan skema konflik 

yang terdiri dari kerjasama positif dengan negara lain. Konsep tersebut tidak 

terkait dengan permusuhan terhadap bangsa atau bangsa lain. 

Di sisi lain, nasionalisme mengacu pada bentuk rasisme terhadap etnis 

yang dikombinasikan dengan perasaan positif terhadap kebangsaan tertentu dan 

permusuhan terhadap orang lain. Itu menyatu dengan perasaan pasif terhadap 

orang asing dan orang luar yang tinggal di negaranya, dan kecenderungan 

hegemoni dengan negara lain. Dalam studi Konrad dan Qari (2012), penulis 

menekankan peran kunci patriotisme dalam meningkatkan pembayaran pajak dan 

mempromosikan kewajiban pajak melalui perang dan konflik, bertentangan 

dengan tingkat patriotisme yang dikurangi di mana perdamaian berlaku. Dalam 

dekade terakhir, publik AS berdebat tentang perpajakan dan patriotisme, terutama 

selama kampanye pemilihan presiden yang diadakan pada tahun 2008, di mana 
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calon Wakil Presiden Joe Biden dikutip menyatakan bahwa orang Amerika harus 

membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban patriotik mereka. Senada dengan 

itu, kandidat presiden 2004 Senator John Kerry menjelaskan bahwa pajak 

bergantung pada perasaan patriotik (MacGregor dan Wilkinson, 2012). 

Beberapa studi tentang patriotisme dan kepatuhan pajak telah dilakukan 

dan memberikan bukti empiris bahwa patriotisme memiliki korelasi dengan 

tingkat kepatuhan pajak (Konrad dan Qari, 2012). Individu yang memiliki tingkat 

patriotik tinggi cenderung lebih jujur dalam memperoleh penghasilan dan patuh 

dalam membayar pajak. Patriotisme dapat secara langsung mempengaruhi sikap 

kepatuhan seseorang terhadap pajak dan pada akhirnya juga meningkatkan norma 

sosial (Lavoie, 2010). Hal ini karena individu yang memiliki rasa patriotisme 

yang tinggi dan kuat terhadap bangsanya dianggap memiliki keinginan yang lebih 

besar untuk mematuhi norma sosial yang berlaku. 

Menurut Baron dan Kenny (1986) bahwa variabel moderasi adalah 

variabel yang mempengaruhi kekuatan dan/atau arah hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Salah satu alasan untuk hasil yang tidak 

konsisten dalam berbagai penelitian adalah kemungkinan pengaruh variabel 

moderasi. Hal ini dikemukakan oleh Carnes dan Cuccia (1996) bahwa hubungan 

antara variabel ekonomi dan kepatuhan pajak tidak konsisten dalam beberapa 

ukuran karena dapat dimoderasi oleh beberapa faktor. Secara keseluruhan, 

literatur penelitian terdahulu yang terbatas telah menemukan hasil yang tidak 

konsisten mengenai hubungan antara patriotisme dan kepatuhan pajak, 

menunjukkan bahwa patriotisme dapat memiliki efek yang mungkin terjadi 

(Alshira’h dan Abdul-Jabbar, 2020). Gangl et al. (2016); MacGregor dan 
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Wilkinson (2012) menekankan perlunya melakukan studi lebih lanjut tentang 

hubungan antara patriotisme dan kepatuhan pajak karena literatur penelitian 

terdahulu tentang topik tersebut sangat terbatas, akibatnya peran patriotisme tetap 

ambigu. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6: Patriotisme memoderasi hubungan antara sikap wajib pajak terhadap niat  

        kepatuhan pajak 

2.2.7 Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak memoderasi Sikap Wajib 

Pajak terhadap Niat Kepatuhan Pajak 

 

Diskon atau potongan harga dapat dikatakan sebagai cara untuk 

membingkai promosi harga dalam penawaran tertentu (Janiszewski dan Cunha Jr, 

2004). Sebagian tempat usaha seperti pertokoan menggunakan diskon untuk 

menawarkan produk mereka. Ketika konsumen melihat diskon yang menunjukkan 

harga dengan nominal yang dicoret dengan harga baru yang lebih rendah sebagai 

pembandingnya, konsumen akan memikirkan peluang penghematan biaya 

(Agmeka et al., 2019). Dengan demikian, adanya diskon dapat meningkatkan niat 

pembelian konsumen terhadap produk apapun. Penelitian sebelumnya 

menemukan bahwa konsumen tidak merasa bersalah ketika membeli produk yang 

sedang terdapat promo diskon (Grewal et al., 1998). Oleh karena itu, diskon dapat 

meningkatkan penjualan produk (Khan dan Dhar, 2010). 

Penting untuk memahami niat beli konsumen (Hsu et al., 2017). 

Peningkatan niat beli mencerminkan peningkatan probabilitas pembelian (Martins 

et al., 2019). Niat membeli juga merupakan salah satu indikator penting untuk 

memprediksi perilaku konsumen (Hsu et al., 2017; Wu et al., 2011). Menurut 

Fishbein dan Ajzen (2010) bahwa niat beli dipandang sebagai prekursor perilaku 

pembelian yang sebenarnya (Bachleda et al., 2016). Jika konsumen berniat untuk 
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melakukan pembelian yang positif, maka komitmen positif terhadap pembelian 

yang nyata juga dapat ditegaskan (Martins et al., 2019; Wu et al., 2011). 

Niat membeli didefinisikan sebagai kemungkinan merencanakan untuk 

membeli produk atau jasa tertentu di masa yang akan datang (Wu et al., 2011). 

Menurut Diallo (2012) bahwa niat beli konsumen berarti setiap upaya untuk 

membeli suatu produk atau jasa (Erdil, 2015). Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan minat beli adalah dengan promosi (Büyükdağ et 

al., 2020). Menurut Campbell dan Diamond (1990) bahwa program promosi dapat 

dirancang dengan dua cara yang berbeda yaitu meningkatkan nilai produk 

(promosi non-moneter) atau mengurangi kerugian (promosi moneter) (Rong-Da 

Liang, 2014).  Yadav dan Pathak (2017) berpendapat bahwa harga selalu menjadi 

salah satu faktor terpenting dalam menentukan proses pengambilan keputusan 

konsumen (Zhang et al., 2018). Karena promosi penjualan mempercepat belanja 

konsumen, mengurangi biaya persediaan pengecer (Laroche et al., 2003) dan 

memberikan motivasi ekonomi kepada konsumen untuk membeli suatu merek 

(Raghubir, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hsiao dan Chen (2016) 

menunjukkan bahwa harga yang dirasakan baik memiliki dampak langsung dan 

kuat terhadap niat beli. 

Hasil riset yang dikemukakan oleh Andrews et al. (2014) mengungkapkan 

bahwa promosi potongan harga dapat menjadi variabel pemoderasi yang perlu 

diperiksa lebih lanjut. Promosi potongan harga dilakukan untuk menciptakan 

komunikasi kepada konsumen secara berkelanjutan sehingga konsumen dapat 

memiliki keputusan pembelian (Chen et al., 1998). 
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Promosi adalah komponen kunci dan alat yang berharga bagi pemasar, dan 

telah banyak digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan 

meningkatkan penjualan serta menarik niat konsumen. Promosi mempengaruhi 

kuantitas pembelian konsumen dan mengurangi waktu pengambilan keputusan. 

Promosi penjualan adalah strategi dorongan jangka pendek untuk meningkatkan 

penjualan atau pembelian merek (Kotler, 2000). Selain itu, ini merupakan strategi 

yang menuntut waktu singkat untuk meningkatkan keuntungan (Banerjee, 2009). 

Strategi ini memiliki kemampuan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan 

serta membangun hubungan yang kuat dengan penjual (Oly Ndubisi & Tung Moi, 

2006). Hal ini juga memotivasi staf untuk memainkan peran yang adil dalam 

penjualan (Brassington & Pettitt, 2006). Lebih lanjut, promosi penjualan 

mencakup tiga strategi utama yaitu push, pull dan kombinasi pull dan push. 

Dorongan berarti produk didorong dari distributor ke konsumen melalui berbagai 

promosi seperti diskon, penjualan pribadi, jaminan pembelian kembali, jejak 

gratis, tunjangan, dan kontes; dan tarik berarti konsumen menarik produk dari 

distributor melalui berbagai cara seperti sampel, permainan, kupon, premi, rabat 

loyalitas, dan pengembalian uang tunai (Dolak, 2010). Promosi penjualan 

memainkan peran penting dan signifikan dalam niat membeli konsumen dan 

pengambilan keputusan mereka untuk membeli produk tertentu (Neha & Manoj, 

2013). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan campuran 

antara promosi penjualan dan niat membeli konsumen (Neha & Manoj, 2013; 

Nochai & Nochai, 2011). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk 

memperkenalkan variabel lain antara promosi penjualan dan niat membeli 

konsumen untuk semakin memperkuat hubungan ini. 
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Literatur pemasaran menunjukkan bahwa diskon sebagai bagian dari 

promosi untuk dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan minat individu 

untuk membeli suatu produk. Hal ini berbeda dengan hal perpajakan yang 

menyebut diskon sebagai pemutihan pajak. Pemutihan pajak adalah suatu program 

penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan pada pemilik 

kendaraan. Pemutihan pajak sering dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan 

untuk meringankan beban pajak kendaraan di masyarakat dan harapannya 

program ini bisa menertibkan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak 

kendaraannya. 

Pajak dipandang sebagai beban bagi wajib pajak sehingga mereka mencari 

cara dan metode yang berbeda untuk menghindari pajak. Akibatnya, salah satu 

strategi yang digunakan pemerintah dalam menarik wajib pajak untuk membayar 

pajak mereka secara penuh adalah melalui pengenalan pemutihan pajak (Agyei 

dan Gyamerah, 2014). Strategi pemutihan pajak adalah untuk membantu 

mengurangi beban pajak pada wajib pajak orang pribadi. Pemutihan pajak 

didefinisikan sebagai tunjangan yang dapat dikurangkan yang disetujui yang 

dimaksudkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dan dengan demikian 

mengurangi beban pajak wajib pajak. Pemutihan pajak diberikan oleh pemerintah 

untuk membantu mengurangi kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi melalui 

pengurangan penghasilan yang dapat dinilai dari mereka yang memenuhi syarat. 

Pemutihan tidak terkait dengan jenis pendapatan yang diperoleh tetapi 

sepenuhnya tergantung pada status individu. Artinya keringanan tersebut tersedia 

untuk semua individu dan tidak terbatas pada pegawai. 
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Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh oleh Chen et al. (1998) 

menyatakan bahwa promosi dapat diteliti sebagai variabel pemoderasi. Penelitian 

ini mengadopsi promosi sebagai kebijakan pemutihan pajak yang diduga dapat 

memperkuat atau memperlemah sikap wajib pajak terhadap niat kepatuhan pajak. 

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H7: Kebijakan Pemutihan Pajak memoderasi hubungan antara sikap wajib pajak  

       terhadap niat kepatuhan pajak 

 

Mengacu pada kerangka teoritis tentang pengaruh antar variabel seperti 

dijelaskan dalam perumusan hipotesis, maka model penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2. Model Multisampel Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, 

Lampung, Kalimantan Selatan, Papua, dan Maluku Utara 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016) bahwa desain penelitian merupakan 

blue print atau rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang 

dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian 

survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel secara langsung dari populasi. 

Dilihat dari permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian 

kausalitas, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh (sebab-

akibat) dari dua atau lebih fenomena (Sekaran, 1992), melalui pengujian hipotesis. 

Cooper et al. (2006) mengungkapkan bahwa penelitian yang mendasarkan pada 

teori atau hipotesis yang akan dipergunakan untuk menguji suatu fenomena yang 

terjadi digolongkan pada jenis penelitian eksplanatori (penjelasan). Penelitian 

eksplanatori melakukan studi terhadap hubungan antara dua atau lebih variabel, 

kemudian berusaha untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak berdasarkan jumlah 

kendaraan bermotor (roda 4 dan roda 2) tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2020 

sebagai berikut. 
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Tabel 8. Jumlah Kendaraan Bermotor (Roda 4 dan Roda 2) 

Tingkat Provinsi di Indonesia 

No. Provinsi Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit) 

1 Jawa Timur             22,001,528  
2 DKI Jakarta             20,221,821  
3 Jawa Tengah              18,099,368 
4 Jawa Barat             16,107,497  
5 Sumatera Utara               6,746,979  
6 Bali                4,419,493  
7 Sulawesi Selatan                4,206,134  
8 Riau                3,784,031  
9 Sumatera Selatan                3,691,852  

10 Lampung                3,679,741  
11 Kalimantan Timur                3,061,586  
12 DI Yogyakarta                2,910,802  
13 Kalimantan Selatan                2,630,515  
14 Kalimantan Barat                2,581,368  
15 Banten                2,547,902  
16 Sumatera Barat                2,421,828  
17 Jambi                2,318,983  
18 Aceh                2,205,305  
19 Nusa Tenggara Barat                1,831,568  
20 Kalimantan Tengah                1,382,115  
21 Sulawesi Tengah                1,156,168  
22 Kepulauan Bangka Belitung                1,048,188  
23 Bengkulu                1,037,047  
24 Kepulauan Riau                1,016,818  
25 Sulawesi Utara                   929,382  
26 Sulawesi Tenggara                   914,779  
27 Nusa Tenggara Timur                   903,382  
28 Gorontalo                   428,051  
29 Papua                   419,961  
30 Kalimantan Utara                   351,982  
31 Sulawesi Barat                   342,062  
32 Papua Barat                   338,832  
33 Maluku                   304,476  
34 Maluku Utara                   275,182  
 Total            136,316,726  

       Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) 

Namun, berdasarkan data Pajak Kendaraan Bermotor Tingkat Provinsi 

2019-2020 menunjukkan bahwa provinsi yang mampu memenuhi realisasi dari 

target yang dianggarkan tahun 2019 dan 2020 yaitu Provinsi Aceh, Sumatera 

Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Yogyakarta, 

Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan 
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Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, Papua dan Maluku Utara, yang dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Data Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2020 

No. Provinsi 
Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2019 

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % 

1 Jawa Timur  5,600,000,000,000   6,566,187,985,216  117.25%  5,600,000,000,000   6,890,439,193,872  123.04% 
2 Sumatera Utara  2,060,552,596,410   2,136,764,581,075  103.70%  1,930,647,732,000   1,995,480,813,304  103.36% 
3 Bali  1,495,000,000,000   1,552,651,685,000  103.86%  1,350,331,823,000   1,560,964,729,126  115.60% 
4 Sulawesi Selatan  1,251,634,287,000   1,294,202,455,768  103.40%  1,278,247,950,000   1,394,198,331,701  109.07% 
5 Sumatera Selatan  1,004,120,000,000   1,069,302,341,956  106.49%  905,093,000,000   979,347,884,263  108.20% 
6 DI Yogyakarta  796,300,000,000   846,892,566,900  106.35%  778,652,000,000   814,539,876,400  104.61% 
7 Lampung  720,000,000,000   786,228,389,430  109.20%  750,000,000,000   799,767,612,251  106.64% 
8 Kalimantan Selatan  694,000,000,000   713,172,953,423  102.76%  721,352,000,000   727,004,947,083  100.78% 
9 Kalimantan Barat  512,082,400,000   522,327,089,928  102.00%  476,800,000,000   561,864,391,121  117.84% 
10 Aceh  433,680,500,000   484,694,888,040  111.76%  425,000,000,000   445,991,339,667  104.94% 
11 NTB  415,000,000,000   431,770,395,544  104.04%  403,125,000,000   437,162,593,976  108.44% 
12 Kalimantan Tengah  312,623,404,000   352,855,594,059  112.87%  309,976,800,000   363,626,594,922  117.31% 
13 Sulawesi Tengah  227,000,000,000   245,771,629,745  108.27%  222,000,000,000   244,884,823,890  110.31% 
14 Kep. B. Belitung  212,100,594,400   226,373,482,945  106.73%  208,088,533,500   230,000,974,291  110.53% 
15 Papua  196,000,000,000   248,297,762,088  126.68%  213,055,800,000   252,329,046,214  118.43% 
16 Maluku Utara  50,664,993,000   63,669,176,753  125.67%  53,526,805,000   70,340,227,379  131.41% 

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2021) 

Lebih lanjut, desain untuk mengambil sampel dengan menggunakan teknik 

purposive sampling berdasarkan kriteria provinsi yang memiliki kendaraan 

bermotor (roda 4 dan roda 2) dengan dua provinsi kategori tinggi, dua provinsi 

kategori sedang dan dua provinsi dengan kategori rendah dan telah memenuhi 

pencapaian target sesuai dengan urutan pada Tabel 8. Penggunaan teknik 

purposive sampling digunakan untuk memilih responden yang paling mungkin 

menghasilkan informasi yang tepat dan berguna (Kelly, 2010: 317) dan 

merupakan cara untuk mengidentifikasi dan memilih kasus yang akan 

menggunakan sumber daya penelitian yang terbatas secara efektif (Palinkas et al., 

2015). Strategi pengambilan purposive sampling tidak dilakukan secara acak dan 

merupakan strategi untuk memastikan bahwa jenis kasus tertentu dari kasus-kasus 

yang mungkin dapat dimasukkan adalah bagian dari sampel akhir dalam studi 

penelitian (Campbell et al., 2020). Alasan untuk mengadopsi purposive sampling 

didasarkan pada asumsi mengingat maksud dan tujuan penelitian secara spesifik 
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memiliki pandangan yang berbeda tentang ide-ide dan isu-isu yang dipertanyakan 

perlu dimasukkan dalam sampel (Robinson, 2014; Trost, 1986). 

Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak yang hendak membayar 

pajak di kantor Samsat masing-masing provinsi untuk mengetahui apakah wajib 

pajak membayar pajak diperkuat oleh faktor patriotisme atau kebijakan pemutihan 

pajak. Pengumpulan data responden melalui kuesioner disebarkan menggunakan 

googleform. Berdasarkan Tabel 8, dua provinsi yang termasuk kategori tinggi 

yaitu Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. Dua provinsi yang termasuk 

kategori sedang yaitu Provinsi Lampung dan Kalimantan Selatan, dan dua 

provinsi yang termasuk kategori rendah yaitu Provinsi Papua dan Maluku Utara. 

Adapun kriteria sampel pada penelitian ini yaitu responden yang sedang 

melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat masing-

masing provinsi. Penentuan jumlah sampel minimal pada penelitian ini 

menggunakan indikator yang dikalikan dengan minimal 5 atau 10 kali jumlah 

parameter yang akan di estimasi (Hair et al., 2010). Dalam penelitian ini jumlah 

parameternya adalah 26, sehingga jumlah sampel minimal sebesar yaitu 26 x 10 = 

260 pada masing-masing provinsi. 

3.5 Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif dengan menggunakan model SEM (Structural Equation Modeling). 

SEM adalah sekumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian 

sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan. Hubungan yang 

rumit tersebut dapat diartikan sebagai rangkaian hubungan yang dibangun antara 

satu atau beberapa variabel dependen (endogen) dengan satu atau beberapa 
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variabel independen (eksogen), dan variabel-variabel tersebut berbentuk faktor 

atau konstruk yang dibangun dari beberapa indikator yang di observasi atau 

diukur langsung. SEM dapat dideskripsikan sebagai suatu analisis yang 

menggabungkan pendekatan analisis factor (factor analysis), model struktural 

(structural model), dan analisis jalur (path analysis). Ghozali (2011) berpendapat 

bahwa SEM merupakan gabungan dari metode statistik yang terpisah yaitu 

analisis factor (factor analysis) serta model persamaan simultan (simultaneous 

equation modeling).  

Metode analisis data yang digunakan adalah model persamaan struktural 

(Structural Equation Modeling/SEM). SEM adalah sebuah evolusi dari model 

persamaan berganda yang dikembangkan dari prinsip ekonometri dan 

digabungkan dengan prinsip pengaturan dari psikologi dan sosiologi, SEM telah 

muncul sebagai bagian integral dari penelitian manajerial dan akademik. SEM 

merupakan gabungan antar dua metode statistik, yaitu (1) analisis faktor yang 

dikembangkan dalam psikologi/psikometri atau sosiologi dan (2) model 

persamaan simultan yang dikembangkan dalam ekonometri. Dalam penelitian 

structural equation modeling (SEM) digunakan untuk menganalisis pengaruh 

antara variabel laten yang satu dengan variabel laten yang lain. Model penelitian 

yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model penelitian recursive model 

karena hubungan antara variabel eksogen dan endogen tidak bolak-balik 

(reciprocal) tetapi satu hubungan (hubungan kausal). 

Analisis model persamaan struktural terdapat variabel laten eksogen 

(exogenous latent variables), variabel laten endogen (endogenous latent 

variables), dan manifes. Menurut Ghozali (2011) bahwa, “exogenous latent 
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variables adalah variabel yang tidak dapat di observasi secara langsung dan 

memerlukan beberapa indikator sebagai proksi”, sementara itu “Variabel laten 

endogen (endogenous latent variables) adalah variabel yang tidak dapat diukur 

atau diobservasi langsung atau variabel yang menjelaskan unobserved variabel 

untuk diukur. Pengolahan data analisis menggunakan LISREL 8.80 (Joreskog dan 

Sorbom, 1996). 

 Dalam SEM akan dilakukan uji kecocokan untuk memeriksa tingkat 

kecocokan antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, 

dan signifikansi koefisien-koefisien model struktural. Evaluasi terhadap tingkat 

kecocokan data dengan model dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

(1) kecocokan keseluruhan model (overall model fit), (2) kecocokan model 

pengukuran (measurement model fit), dan (3) kecocokan model struktural 

(structural model fit), (Hair et al., 1998). Penjelasannya sebagai berikut: 

1. Analisis Kecocokan Keseluruhan Model yaitu tahap pertama dari uji 

kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara umum derajat kecocokan 

atau Goodness of Fit Index (GOFI). Hair et al. (1998) membagi GOFI 

menjadi 3 bagian yaitu absolute fit measures (ukuran kecocokan absolut), 

incremental fit measures (ukuran kecocokan inkremental), dan parsimonious 

fit measures (ukuran kecocokan parsimoni) yang meliputi: 

a. Ukuran kecocokan absolut (Absolute fit measures) menentukan derajat 

prediksi model keseluruhan (model struktural dan pengukuran) terhadap 

matrik korelasi dan kovarian.  Uji kecocokan tersebut meliputi: 
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1) Chi-square (X2) adalah untuk menguji seberapa dekat kecocokan antara 

matrik kovarian sampel (s) dengan matrik kovarian model Σ (θ) dengan 

syarat p < 0,05 yang berarti bahwa good fit (kecocokan yang baik). 

2) Non-Centrality Parameter (NCP) merupakan ukuran perbedaan antara 

Σ dan Σ(θ). Penilaian didasarkan atas perbandingan model lain dimana 

semakin kecil nilai, maka akan semakin baik. 

3) Goodness of Fit Index (GFI) yaitu ukuran kecocokan absolut yang 

pada dasarnya membandingkan model yang dihipotesiskan dengan 

tidak ada model sama sekali (Σ(θ)) dengan ketentuan: Nilai GFI 

berkisar antara 0 (poor fit) sampai 1 (perfect fit), dan nilai GFI ≥ 0,90 

merupakan kecocokan yang baik (good fit), sedangkan 0,80 ≤ GFI < 

0,90 disebut dengan marginal fit. 

4) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) merupakan 

salah satu indeks yang informatif dalam SEM dimana, nilai RMSEA ≤ 

0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0,05 

menunjukkan good fit. 

5) Single Sample Cross-Validation Index/Expeted Cross-Validation 

Index (ECVI) digunakan untuk perbandingan model dan semakin kecil 

nilai ECVI sebuah model semakin baik tingkat kecocokan. 

b. Ukuran kecocokan inkremental (Incremental fit measures) 

membandingkan model yang diusulkan dengan model dasar (base line) 

yang sering disebut sebagai null model atau independence model. Uji 

kecocokan tersebut meliputi: 
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1) Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) adalah perluasan dari GFI 

yang disesuaikan dengan rasio antara degree of freedom dari 

null/independence/baseline model dengan degree of freedom dari model 

yang dihipotesiskan atau diestimasi dengan ketentuan nilai AGFI 

berkisar antar 0 sampai 1 dan nilai AGFI ≥ 0,90 menunjukkan good fit, 

sedangkan 0,80 ≤ GFI < 0,90 menunjukkan marginal fit. 

2) Normed Fit Index (TLI/NNFI) adalah ukuran Goodness of Fit (GOF) 

yang berkisar antara 0 dan 1,0, dengan nilai NNFI ≥ 0,90 menunjukkan 

good fit dan 0,80 ≤ NNFI < 0,90 adalah marginal fit. 

3) Normed Fit Index (NFI) merupakan salah satu ukuran GOF yang 

mempunyai nilai berkisar antara 0 sampai 1, dimana nilai NFI ≤ 0,90 

menunjukkan good fit, sedangkan 0,80 ≤ NFI < 0,90 adalah marginal 

fit. 

4) Incremental Fit Index (IFI) dengan ketentuan nilai berkisar antara 0 

sampai 1, dimana nilai IFI ≥ 0,90 menunjukkan good fit, sedangkan 

0,80 ≤ IFI < 0,90 adalah marginal fit. 

5) Relative Fit Index (RFI) sebagaimana NFI, nilai berkisar antara 0 

sampai 1, dimana nilai RFI ≥ 0,90 menunjukkan good fit. 

6) Compative Fit Index (CFI) dengan ketentuan nilai berkisar antara 0 

sampai 1, dimana CFI ≥ 0,90 menunjukkan good fit, sedangkan 0,80 ≤ 

IFI < 0,90 adalah marginal fit. 

c. Ukuran kecocokan parsimoni (Parsimonious fit measures) yaitu ukuran 

kecocokan yang mempertimbangkan banyaknya koefisien di dalam model. 

Uji kecocokan tersebut meliputi: 
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1) Parsimonious Normed Fit Index (PNFI) memperhitungkan banyaknya 

degree of freedom untuk mencapai suatu tingkat kecocokan PNFI 

digunakan untuk membandingkan model alternatif dan tidak ada 

rekomendasi tingkat kecocokan yang dapat diterima. Meskipun 

demikian ketika membandingkan 2 model, perbedaan PNFI sebesar 

0.06 sampai 0.09 menandakan perbedaan model yang cukup besar (Hair 

et al., 1998). 

2) Parsimonious Goodness of Fit Index (PGFI) berdasarkan parsimoni 

dari model yang diestimasi. Nilai PGFI berkisar antara 0 dan 1, dengan 

nilai yang lebih tinggi menunjukkan model parsimoni yang lebih baik. 

2. Analisis Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit). Setelah 

kecocokan model dan data secara keseluruhan adalah baik, langkah 

berikutnya adalah evaluasi atau analisis model pengkuruan melalui dua 

tahapan yaitu:  

a) Analisis terhadap validitas (validity) dari model dimana suatu variabel 

dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap konstruk (variabel 

laten) jika nilai t muatan faktornya (factor loading) lebih besar dari nilai 

kritis (≥ 1,96), dan muatan faktor standarnya (standardized factor 

loadings) ≥ 0,50. 

b) Analisis terhadap realibilitas (reliability) dalam SEM dengan 

menggunakan composite reliability measure (ukuran realibilitas 

komposit). 

3. Analisis Kecocokan Model Struktural (Structural Model Fit) merupakan 

analisis yang mencakup terhadap pemeriksaan terhadap signifikansi 
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koefisien-koefisien yang diestimasi dengan menspesifikasi tingkat 

signifikansi pada alfa (α) sebesar 0,05 (5%) pada angka mutlak 1,96. Selain 

itu, melihat nilai koefisien determinasi (R2) persamaan struktural dimana, jika 

nilai R2 semakin tinggi, maka semakin besar nilai-nilai independen (exsogen) 

dapat menjelaskan variabel endogen. 

Berdasarkan uraian analisis kecocokan keseluruhan model, berikut ini 

adalah ringkasan uji kecocokan model. 

Tabel 10. Kriteria Uji Kecocokan Model 

Ukuran Kecocokan Model Nilai Standar Kesimpulan 

Absolute fit measures 

 p-value Diharapkan kecil Baik 

 RMSEA RMSEA ≤ 0,08 Baik 

 GFI GFI        ≥ 0,90 Baik 

 SRMR SRMR   ≤ 0,05 Baik 

Incremental/relative fit measures 

 AGFI AGFI     ≥ 0,90 Baik 

 NNFI NNFI     ≥ 0,90 Baik 

 NFI NFI        ≥ 0,90 Baik 

 IFI IFI         ≥ 0,90 Baik 

 CFI CFI        ≥ 0,90 Baik 

 RFI RFI        ≥ 0,90 Baik 

Other goodness of fit index 

 Critical N (CN) Critical N (CN) ≥ 100 Baik 

Sumber : Hair et al. (2010) 
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3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdapat empat variabel yang akan diteliti yaitu terdiri dari 

variabel bebas (independent variable), variabel moderasi, dan variabel terikat 

(dependent variable) yang akan dijabarkan sebagai berikut. 

1. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas 

dalam penelitian ini yaitu keadilan pajak (KP) dan kepercayaan pada 

pemerintah (KPP). 

2. Variabel moderasi merupakan variabel yang memperkuat hubungan antara 

satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel moderasi dalam penelitian ini 

yaitu patriotisme (PAT) dan kebijakan pemutihan pajak (KEPP). 

3. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini 

yaitu sikap wajib pajak (SWP) dan niat kepatuhan pajak (NKP). 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Keadilan Pajak 

Definisi operasional keadilan pajak merujuk pada definisi yang 

dikemukakan oleh Hofmann et al. (2008) bahwa keadilan merupakan persepsi 

jumlah wajib pajak atas pajak yang dibayarkan dan barang publik yang diterima 

serta keadilan yang dirasakan dari prosedur dan konsekuensi dari pelanggaran 

norma. Kemudian, pengukuran keadilan pajak diadopsi dan dikembangkan oleh 

Zhang et al. (2020) yang telah diuji reliabilitas sebesar 0,95 dan uji validitas 

sebesar 0,91. Setiap item indikator diukur dengan skala Likert 1-5 yaitu skala 
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sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Instrumen pengukuran keadilan pajak 

dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 11. Instrumen Variabel Keadilan Pajak 

Definisi Operasional 
Variabel 

Instrumen Penelitian Asli 
(L. Zhang et al., 2020) 

Instrumen Penelitian 
Saat Ini 

Skala 
Pengukuran 

Keadilan pajak: persepsi 

jumlah wajib pajak atas 

pajak yang dibayarkan dan 

barang publik yang 

diterima serta keadilan 

yang dirasakan dari 

prosedur dan konsekuensi 

dari pelanggaran norma 

(Hofmann et al., 2008) 

1. I think use tax is fair 
2. I think use tax is 

reasonable 
3. Personally, I believe that 

the tax system is fair 

1. Saya pikir pajak 
kendaraan yang 
telah dibayar, 
digunakan secara 
adil 

2. Saya pikir pajak 
kendaraan 
bermotor yang 
telah dibayar, 
digunakan 
dengan alasan 
yang tepat  

3. Saya secara 
pribadi percaya 
bahwa sistem 
pajak itu adil. 

1-5 

Sumber : Zhang et al. (2020); Hofmann et al. (2008) 

3.4.2 Kepercayaan pada Pemerintah 

Definisi operasional keadilan pajak merujuk pada definisi yang 

dikemukakan oleh Ritsasos (2014) bahwa kepercayaan pada Pemerintah 

merupakan kecenderungan individu untuk bekerja sama dan faktor yang 

membentuk kepercayaan memengaruhi perilaku individu terhadap organisasi 

pembuat kebijakan seperti pemerintah. Kemudian, pengukuran kepercayaan pada 

pemerintah diadopsi dan dikembangkan oleh Taing dan Chang (2021) yang telah 

diuji reliabilitas sebesar 0,85 dan uji validitas sebesar 0,90. Setiap item indikator 

diukur dengan skala Likert 1-5 yaitu skala sangat tidak setuju sampai sangat 

setuju. Instrumen pengukuran kepercayaan pada pemerintah dapat dilihat pada 

Tabel 11. 
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Tabel 12. Instrumen Variabel Kepercayaan pada Pemerintah 

Definisi Operasional 
Variabel 

Instrumen Penelitian Asli 
(Taing dan Chang, 2021) 

Instrumen Penelitian 
Saat Ini 

Skala 
Pengukuran 

Kepercayaan pada 

Pemerintah : 

kecenderungan individu 

untuk bekerja sama dan 

faktor yang membentuk 

kepercayaan 

memengaruhi perilaku 

individu terhadap 

organisasi pembuat 

kebijakan seperti 

pemerintah 

(Ritsatos, 2014) 

1. I think the government 
utilizes government 
revenues properly. 

2. I think the tax 
department is 
transparent and all tax 
revenues are utilized. 

3. I think that tax officials 
are transparent 

4. The people I know think 
that tax can be trusted 

1. Menurut saya, 
pemerintah 
memanfaatkan 
pendapatan 
pemerintah dengan 
baik 

2. Menurut saya 
BAPPEDA 
transparan dan 
semua penerimaan 
pajak digunakan 
dengan tepat 

3. Menurut saya 
petugas pajak itu 
transparan 

4. Orang-orang yang 
saya kenal berpikir 
bahwa pajak dapat 
dipercaya 

1-5 

Sumber : Taing dan Chang (2021); Ritsatos (2014) 

3.4.3 Sikap Wajib Pajak 

Definisi operasional sikap merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh 

Ajzen dan Fishbein (1980) bahwa sikap merupakan kunci dalam menentukan 

perilaku masa depan konsumen dalam membuat atau tidak membuat keputusan 

perilaku. Kemudian, pengukuran sikap wajib pajak diadopsi dan dikembangkan 

oleh Taing dan Chang (2021) yang telah diuji reliabilitas sebesar 0,89 dan uji 

validitas sebesar 0,88. Setiap item indikator diukur dengan skala Likert 1-5 yaitu 

skala sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Instrumen pengukuran sikap wajib 

pajak dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 13. Instrumen Variabel Sikap Wajib Pajak 

Definisi Operasional 
Variabel 

Instrumen Penelitian Asli 
(Taing dan Chang, 2021) 

Instrumen Penelitian 
Hasil Translasi 

Skala 
Pengukuran 

Sikap: kunci dalam 

menentukan perilaku 

masa depan konsumen 

1. I think I should 
honestly declare all my 
tax liability. 

1. Saya pikir saya 
harus secara jujur 
menyatakan semua 

1-5 
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Definisi Operasional 
Variabel 

Instrumen Penelitian Asli 
(Taing dan Chang, 2021) 

Instrumen Penelitian 
Hasil Translasi 

Skala 
Pengukuran 

dalam membuat atau 

tidak membuat 

keputusan perilaku 

(Ajzen dan Fishbein, 

1980) 

2. I think taxpayers 
should not under report 
tax liability. 

3. I will not evade paying 
tax even I have a 
chance to. 

4. I think paying tax is my 
obligation 

5. I think evading tax is 
wrong. 

6. I always obey and 
follow the tax law 

kewajiban pajak 
saya 

2. Saya pikir pembayar 
pajak seharusnya 
yang melaporkan 
kekurangan bayar 
pajak 

3. Saya tidak akan 
menghindari 
pembayaran pajak 
walaupun saya 
memiliki 
kesempatan untuk 
menghindari 
pembayaran pajak 

4. Saya pikir 
membayar pajak 
adalah kewajiban 
saya 

5. Menurut saya 
menghindari 
pembayaran pajak 
itu salah 

6. Saya selalu 
mematuhi dan 
mengikuti hukum 
perpajakan 

Sumber : Taing dan Chang (2021); Ajzen dan Fishbein (1980) 

3.4.4 Niat Kepatuhan Pajak 

Definisi operasional niat kepatuhan pajak merujuk pada definisi yang 

dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) bahwa niat untuk berperilaku 

adalah kecenderungan respons sikap individu terhadap objek yaitu, probabilitas 

seseorang untuk menentukan tindakan atau keputusan. Selanjutnya, penelitian ini 

mengadopsi pengukuran niat kepatuhan pajak oleh Ikhwandha dan Hudayati 

(2019) yang telah diuji reliabilitas sebesar 0,93 dan uji validitas sebesar 0,88. 

Setiap item indikator diukur dengan skala Likert 1-5 yaitu skala sangat tidak 

setuju sampai sangat setuju. Instrumen pengukuran niat kepatuhan pajak dapat 

dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 14. Instrumen Variabel Niat Kepatuhan Pajak 

Definisi Operasional 
Variabel 

Instrumen Penelitian 
Asli 

(Ikhwandha dan 
Hudayati, 2019) 

Instrumen Penelitian 
Saat Ini 

Skala 
Pengukuran 

Niat kepatuhan pajak: niat 

untuk berperilaku adalah 

kecenderungan respons 

sikap individu terhadap objek 

yaitu, probabilitas seseorang 

untuk menentukan tindakan 

atau keputusan (Fishbein 

dan Ajzen, 1975) 

1. There is the urge in 
an individual and 
muzakki’s curiosity. 

2. There is a social 
motive that evokes 
the willingness to 
do a certain 
activity. 

3. There is an 
emotional factor 
related to emotion 
that encourages 
muzakki to pay 
zakat. 

1. Saya memiliki 
motivasi untuk 
membayar pajak. 

2. Saya memiliki motif 
sosial untuk 
membayar pajak. 

3. Saya sadar akan 
pentingnya 
melakukan 
pembayaran pajak. 

1-5 

Sumber : Ikhwandha dan Hudayati (2019); Fishbein dan Ajzen (1975) 

3.4.5 Patriotisme 

Definisi operasional patriotisme merujuk pada definisi yang dikemukakan 

oleh Kashif et al. (2019) bahwa patriotisme adalah sejauh mana seorang individu 

mengabdi dan berkorban berdasarkan cinta dan kebanggaan untuk negara. 

Kemudian, penelitian ini mengadopsi pengukuran niat kepatuhan pajak oleh 

Kashif et al. (2019) yang telah diuji reliabilitas sebesar 0,88 dan uji validitas 

sebesar 0,60. Setiap item indikator diukur dengan skala Likert 1-5 yaitu skala 

sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Instrumen pengukuran patriotisme dapat 

dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 15. Instrumen Variabel Patriotisme 

Definisi Operasional 
Variabel 

Instrumen Penelitian 
Asli 

(Kashif et al., 2019) 

Instrumen Penelitian 
Hasil Translasi 

Skala 
Pengukuran 

Patriotisme : sejauh mana 

seorang individu mengabdi 

dan berkorban berdasarkan 

cinta dan kebanggaan untuk 

negara. 

1. I was motivated to 
watch the ICC 2017 
on TV because 
supporting the 
Pakistani cricket 
team made me feel 

1. Saya termotivasi 
untuk melakukan 
pembayaran pajak, 
karena bangsa dan 
cinta kepada negara 
Indonesia 

1-5 
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Definisi Operasional 
Variabel 

Instrumen Penelitian 
Asli 

(Kashif et al., 2019) 

Instrumen Penelitian 
Hasil Translasi 

Skala 
Pengukuran 

(Kashif et al., 2019) proud to be a 
Pakistani 

2. I was motivated to 
watch the ICC 2017 
on TV because I 
believed I had a 
patriotic duty to 
support the 
Pakistani cricket 
team 

3. To a substantial 
extent I was 
motivated to watch 
the ICC 2017 on 
TV because it 
demonstrated my 
loyalty to my 
country 

4. Patriotism was one 
of the major reason 
I supported 
Pakistani cricket 
team during the 
ICC 2017 

5. If someone ever 
teased the 
Pakistani cricket 
team, I would 
regard it as an 
insult to my country 

2. Saya termotivasi 
membayar pajak 
karena saya yakin 
bahwa saya memiliki 
tugas patriotik untuk 
medukung pemerintah 
Indonesia 

3. Secara substansial, 
saya termotivasi untuk 
membayar pajak 
karena menunjukkan 
kesetiaan saya 
kepada negara 
Indonesia 

4. Patriotisme adalah 
salah satu alasan 
utama saya 
membayar pajak 

5. Jika orang lain tidak 
membayar pajak, 
saya akan 
menganggapnya 
sebagai penghinaan 
bagi negara saya 
(Indonesia) 

Sumber : Kashif et al. (2019) 

3.4.6 Kebijakan Pemutihan Pajak 

Definisi operasional kebijakan pemutihan pajak merujuk pada definisi 

yang berorientasi pada promosi potongan harga oleh Villarejo-Ramos dan 

Sánchez-Franco (2005), promosi potongan harga merupakan praktik atau alat 

pemasaran umum untuk menjangkau lebih banyak pelanggan melalui potongan 

harga untuk memaksimalkan peningkatan penjualan.  Kemudian, penelitian ini 

mengadopsi instrumen pengukuran kebijakan pemutihan pajak oleh Hanaysha 

(2017) yang telah diuji reliabilitas sebesar 0,74 dan uji validitas sebesar 0,68. 



 

74 

 

Setiap item indikator diukur dengan skala Likert 1-5 yaitu skala sangat tidak 

setuju sampai sangat setuju. Instrumen pengukuran patriotisme dapat dilihat pada 

Tabel 15. 

Tabel 16. Instrumen Penelitian Pemutihan Pajak 

Definisi Operasional 
Variabel 

Instrumen Penelitian 
Asli 

(Hanaysha, 2017) 

Instrumen Penelitian 
Saat Ini 

Skala 
Pengukuran 

Promosi harga : praktik atau 

alat pemasaran umum untuk 

menjangkau lebih banyak 

pelanggan melalui potongan 

harga untuk memaksimalkan 

peningkatan penjualan. 

(Villarejo-Ramos & Sánchez-

Franco, 2005) 

1. I think the price 
deals offered by 
this restaurant are 
satisfying. 

2. This restaurant 
offers price deals 
quite frequently. 

3. Price deals offered 
by this restaurant 
help me control my 
purchase budget. 

4. I think price deals 
for this restaurant 
are more frequent 
as compared to 
those in other 
restaurants. 

5. The price deals are 
offered on the 
majority of food 
items in this 
restaurant 

1. Saya pikir kebijkaan 
pemutihan pajak yang 
ditawarkan sangat 
memuaskan saya 

2. Pemerintah sering 
mengeluarkan 
kebijakan pemutihan 
pajak pada periode 
tertutup 

3. Kebijakan pemutihan 
pajak yang dilakukan 
pemerintah sangat 
membantu saya untuk 
mengatur anggaran 
dana saya 

4. Saya pikir kebijakan 
pemutihan pajak pada 
provinsi tempat 
tinggal saya lebih 
sering dibandingkan 
dengan provinsi 
lainnya 

5. Kebijakan pemutihan 
pajak selalu 
ditawarkan khusus 
pajak kendaraan 
bermotor roda 4 dan 
roda 2 

1-5 

Sumber : Hanaysha (2017); Villarejo-Ramos dan Sánchez-Franco (2005) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Pengaruh kepercayaan pada pemerintah lebih tinggi daripada keadilan 

pajak terhadap sikap wajib pajak pada Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, 

Lampung, Kalimantan Selatan, Papua, dan Maluku Utara. Kemudian, pengaruh 

keadilan pajak lebih tinggi daripada kepercayaan pada pemerintah terhadap niat 

kepatuhan pajak pada Provinsi Sumatera Utara, dan Lampung. Selanjutnya, 

pengaruh kepercayaan pada pemerintah lebih tinggi daripada keadilan pajak 

terhadap niat kepatuhan pajak pada Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, 

Papua, dan Maluku Utara. Sikap wajib pajak terhadap niat kepatuhan pajak 

dengan nilai tertinggi terletak pada Provinsi Papua, sedangkan nilai terendah 

terletak pada Lampung dan Maluku Utara. Selain itu, dari dua faktor yang diduga 

dapat memperkuat pengaruh sikap terhadap niat kepatuhan pajak yaitu faktor 

patriotisme dan kebijakan pemutihan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada Provinsi Jawa Timur, Lampung dan Papua lebih tinggi diperkuat oleh faktor 

kebijakan pemutihan pajak dibandingkan dengan patriotisme. Provinsi Sumatera 

Utara, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara lebih tinggi diperkuat oleh faktor 

patriotisme dibandingkan dengan kebijakan pemutihan pajak. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pada 

pemerintah memiliki pengaruh paling besar terhadap sikap wajib pajak. Artinya 

kepercayaan pada pemerintah memainkan peran penting dalam wajib pajak 
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menentukan sikap. Pemerintah dengan masyarakat harus dapat memiliki 

kerjasama yang baik dalam hal komunikasi agar dapat meningkatkan pemberian 

pelayanan pajak pada masyarakat. Kemudian, percepatan dan kecanggihan 

teknologi diharapkan dapat berinovasi pada layanan online yang memudahkan 

masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran secara online. 

Pemerintah diharapkan dapat kembali mengevaluasi aplikasi online yang 

telah diluncurkan ke masyarakat yang masih memiliki berbagai kelemahan 

sehingga pengguna belum merasa optimal dalam menggunakan aplikasi tersebut. 

Selanjutnya, pelayanan online untuk pembayaran pajak kiranya dapat 

diperluaskan kembali dengan adanya layanan dari website yang dapat 

mengintegrasikan data menjadi lebih luas. Keterbatasan dari aplikasi e-Samsat 

yang belum menyebar secara merata pada 34 provinsi di Indonesia harus dapat 

dievaluasi sehingga pelayanan online dapat digunakan para wajib pajak secara 

merata dan dapat meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

Keadilan pajak memiliki pengaruh paling besar terhadap niat kepatuhan 

pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dan BAPPEDA harus 

dapat mengalokasikan pengelolaan pajak dengan tepat yang secara langsung dan 

nyata dapat dirasakan masyarakat seperti pembangunan jalan secara merata dan 

perbaikan jalan rusak. Selain itu, tingkat keadilan pajak tidak hanya dilihat dari 

pembangunan, namun tarif pajak kendaraan yang dapat kembali dievaluasi oleh 

pemerintah sehingga dapat memberikan keringanan pada para wajib pajak. 

Implikasi praktikal untuk pemerintah adalah meningkatkan edukasi pajak pada 

para masyarakat sehingga mereka mengetahui pengelolaan pajak dan manfaat dari 

pembayaran pajak. 
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Pemerintah dan BAPPEDA harus menunjukkan keadilan pada masyarakat, 

dengan kelengkapan data penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu 

dipublikasikan setiap tahunnya melalui berbagai website terkait seperti website 

pajak, website provinsi, dan website Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya kepatuhan 

pembayaran kewajiban pajak kendaraan bermotor, maka pemerintah harus 

melalukan sosialisasi pada masyarakat yang selama ini terdaftar melakukan 

penunggakan pembayaran pajak. 

Sikap wajib pajak yang menunjukkan pengaruh positif terhadap niat 

kepatuhan pajak menunjukkan pengaruh yang kecil. Artinya faktor keadilan pajak 

dan kepercayaan pada pemerintah sangat penting untuk diperhatikan pemerintah 

dan pemangku kebijakan lainnya dalam menunjukkan kinerja dengan integritas 

tinggi. Kinerja pemerintah beserta jajaran dan organisasi lain perlu ditingkatkan 

sebagai bentuk keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang 

bisa diandalkan. Dengan adanya sanksi hukum yang tegas tentu diharapkan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat semakin meningkat. 

Penelitian menunjukkan bahwa patriotisme berperan dalam menguatkan 

hubungan antara sikap wajib pajak terhadap niat kepatuhan pajak. Meskipun 

demikian, tingkat patriotisme dari masyarakat dapat dikatakan sangat rendah. Hal 

ini didukung data tanggapan responden yang menunjukkan motivasi akan 

kesadaran membayar pajak yang rendah. Di sisi lain, masyarakat juga mengetahui  

bahwa pajak adalah kewajiban yang tidak bisa dihindarkan melainkan harus 

dibayar. Dari hasil pembayaran pajak tersebut akan dikelola dan disalurkan dalam 

pembangunan-pembangunan yang ada di daerah. 



 

167 

 

Hasil studi ini menyimpulkan bahwa jiwa patriotik perlu ditanamkan sejak 

dini bahkan perlu digencarkan pada setiap warga masyarakat Indonesia agar 

mereka mengetahui dapat mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain 

itu, adanya penelitian ini juga memberikan saran pada stakeholder terkait untuk 

dapat membangun jiwa patriotik pada pegawai-pegawai kantoran sebelum 

memperluas pada bagian masyarakat lainnya. Hal ini guna untuk meningkatkan 

pembayaran pajak kendaraan motor sehingga membentuk perilaku patuh pajak. 

Kebijakan pemutihan pajak merupakan kebijakan yang dikenal dalam 

meringankan pembayaran pajak bagi wajib pajak menunggak. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak sangat memperkuat sikap wajib 

pajak terhadap niat kepatuhan pajak. Namun, seringkali adanya kebijakan 

pemutihan pajak tidak membuat wajib pajak patuh melainkan sengaja untuk 

menghindari pajak dan menunggu kebijakan tersebut. Hal ini perlu disikapi oleh 

pemerintah dan para pemangku kebijakan agar dapat mengevaluasi manfaat dari 

pemutihan pajak. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan inovasi 

atas pemutihan pajak agar wajib pajak tidak terus menerus melakukan 

penghindaran pajak. 
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5.2  Implikasi 

Adapun implikasi pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Pihak pemerintah untuk dapat melakukan pengelolaan pajak secara adil dan 

tepat sehingga masyarakat dapat merasakan dampak sebagai akibat dari 

pembayaran pajak yang dilakukan setiap tahunnya. 

2. Pemerintah untuk dapat melakukan pengelolaan dan penerimaan pajak secara 

terbuka kepada masyarakat.  

3. Pemerintah harus dapat menindak tegas apabila terjadi penyalahgunaan pajak 

dalam pengelolaan pajak yang kerapkali dinilai sangat merugikan para wajib 

pajak. 

4. Pemerintah untuk memberikan inovasi dalam hal pengaturan biaya pajak 

kendaraan bermotor yang kerapkali di anggap sangat membebani masyarakat. 

5. Kantor SAMSAT agar dapat memberikan pelayanan baik, cepat, dan tepat 

kepada semua wajib pajak sehingga masyarakat meningkatkan kepatuhan 

membayar pajak. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran 

kepada para pemangku kebijakan dan untuk penelitian selanjutnya sebagai 

berikut: 

1. Keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap sikap wajib pajak dan 

niat kepatuhan pajak. Namun, tingkat tanggapan responden menunjukkan 

pengelolaan pajak yang dinilai belum dikelola secara tepat. Penelitian ini 

menyarankan pada pemerintah untuk dapat mengelola pajak secara terbuka 
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dan transparan dengan data yang akurat dan mempublikasi laporan realisasi 

penerimaan pajak yang telah disetorkan wajib pajak. Laporan tersebut harus 

dapat diakses oleh wajib pajak sehingga mereka memahami bahwa alokasi 

pajak sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah 

harus dapat memberikan pelayanan pajak yang baik kepada masyarakat 

sehingga memperkecil terjadinya pungli di daerah SAMSAT. 

2. Kepercayaan pada pemerintah menunjukkan pengaruh positif pada sikap 

wajib pajak dan nait kepatuhan pajak.  Namun, masyarakat merasa bahwa 

tidak memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Artinya tingkat kesadaran 

wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Oleh karena itu, dalam 

meningkatkan kepercayaan wajib pajak, pemerintah perlu mengadakan 

sosialisasi ajakan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor 

dengan tepat waktu dan menginformasikan manfaat yang diperoleh dari 

pembayaran pajak. Selain itu, penjelasan secara rinci tentang pajak 

kendaraan bermotor sangat perlu diketahui oleh masyarakat awam yang 

belum memahami makna pajak.  

3. Pemerintah harus mengevaluasi pelayanan online melalui aplikasi SAMSAT 

untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran. Pemerintah juga 

harus meluaskan pelayanan online ke dalam website yang dapat 

mempermudah pembayaran pajak secara online. Pemerintah harus terus 

berinovasi dalam menghadirkan pelayanan online pada masyarakat sehingga 

meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

4. Pemerintah harus memperluas pelayanan pembayaran pajak sampai ke 

tingkat desa dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak desa dan 
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badan usaha milik desa (bumdes) sehingga masyarakat ditingkat desa dapat 

melakukan kepatuhan pajak. 

5. Pemerintah harus mengevaluasi wajib pajak yang memiliki kendaraan 

dengan cara door to door kepada masyarakat yang memiliki kendaraan roda 

2 dan roda 4 sehingga pemerintah mendapatkan data valid tentang 

kepemilikan kendaraan bermotor tersebut. Selain itu, wajib pajak dapat 

melakukan pembayaran secara langsung kepada petugas yang melakukan 

door to door. 

6. Pemerintah harus mengalokasikan pengelolaan pajak dengan tepat yang 

secara langsung dan nyata dapat dirasakan masyarakat seperti pembangunan 

jalan secara merata dan perbaikan jalan rusak. 

7. Kinerja pemerintah beserta jajaran dan organisasi lain perlu ditingkatkan 

sebagai bentuk keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

dan perlu diberlakukan sanksi hukum yang tegas bagi wajib pajak yang 

melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

8. Pemerintah perlu untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak melalui 

pesan singkat yang dikirim kepada para wajib pajak sehingga wajib pajak 

dapat membayar pajak tepat waktu. Selain itu, pemerintah memberikan 

ucapan terima kasih terhadap wajib pajak yang telah menunaikan 

kewajibannya dalam membayar pajak melalui pesan singkat tersebut. 

9. Pemerintah perlu membangun jiwa patriorik dengan melakukan edukasi dan 

sosialisasi dimulai dari perkantoran pemerintah dan swasta terutama pada 

para pegawai yang memiliki kendaraan bermotor. 
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10. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam membahas keadilan pajak 

dan kepercayaan pada pemerintah terhadap sikap wajib pajak. Di sisi lain, 

kinerja pemerintah sangat memainkan peran penting untuk menentukan 

sikap wajib pajak. Hal ini didukung dengan kejadian empiris wajib pajak 

yang kurang percaya dengan pemerintah dalam pengelolaan dan penerimaan 

dana pajak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti tentang kinerja 

pemerintah terhadap sikap wajib pajak.  

11. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan literatur tentang kebijakan 

pemutihan pajak yang diadopsi pada penelitian ini dari literatur pemasaran. 

Peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian tentang pajak dengan 

mengadopsi literatus pemasaran untuk melihat efek yang dihasilkan dengan 

adanya kebijakan pemutihan pajak pada variabel independen terhadap 

variabel dependen lainnya. Kemudian, kebijakan pemutihan pajak 

disarankan untuk dapat dilakukan evaluasi dan perbandingan oleh peneliti 

berikutnya yang dapat memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan 

pemutihan pajak di Indonesia. 

12. Penelitian ini memiliki keterbatasan pengambilan sampel yang 

menggunakan purposive sampling. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya 

disarankan untuk dapat melakukan pengambilan sampel menggunakan 

stratafied random sampling. Selain itu, penelitian ini juga dapat direplikasi 

oleh penelitian selanjutnya pada sektor yang berbeda seperti sektor UMKM. 
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